
 
 

 
 

 

 

 

PERBANDINGAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI 

INDONESIA DENGAN TORT LAW 

 DI SINGAPURA 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

Oleh  

 

DIANA ROSE TAMBUNAN 

2212011683 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI 

INDONESIA DENGAN TORT LAW DI SINGAPURA 

Oleh 

DIANA ROSE TAMBUNAN 

Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu dasar pertanggungjawaban 

perdata dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata. Sedangkan, dalam sistem hukum common law salah satunya 

Singapura, perbuatan yang menimbulkan kerugian diatur melalui konsep tort law. 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep perbuatan melawan hukum 

di Indonesia dan tort law di Singapura. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal 

dengan tipe penelitian deskriptif komparatif dan menggunakan pendekatan 

perbandingan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode pengolahan 

data yang digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi 

data, dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara 

konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort law di Singapura. 

Indonesia menganut konsep perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur yang 

bersifat kumulatif dan pertanggungjawaban berbasis kesalahan. Sementara, tort law 

di Singapura tidak mengenal satu konsep umum yang kumulatif, melainkan terdiri 

dari berbagai jenis tort dengan unsur yang berbeda-beda sesuai dengan karakter 

masing-masing tort serta bentuk pertanggungjawaban yang lebih beragam. 

Perbedaan ini mencerminkan karakter sistem civil law yang berbasis kodifikasi dan 

common law yang berbasis yurisprudensi. 

 

Kata kunci : Perbandingan hukum, Perbuatan Melawan Hukum Indonesia, 

Tort law Singapura  

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

COMPARISON OF THE CONCEPT OF PERBUATAN MELAWAN HUKUM  

(ONRECHTMATIGE DAAD)IN INDONESIA WITH TORT LAW IN 

SINGAPORE 
 

By 

 

DIANA ROSE TAMBUNAN 

 

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) are one of the bases for civil 

liability in the Indonesian legal system as regulated in Article 1365 of the civil code. 

Meanwhile, in common law systems, such as Singapore, acts that cause harm are 

regulated through the concept of tort law. This study aims to compare the concept 

of perbuatan melawan hukum in Indonesia and tort law in Singapore. 

The type of research used is normative or doctrinal legal research with a descriptive 

comparative research type and using comparative regulation, conceptual, and case 

approaches. The data used in this study are secondary data consisting of primary, 

secondary, and tertiary legal materials. Data collection is carried out through 

library studies. The data processing methods used are the stages of data 

examination, data marking, data reconstruction, and data systematization which 

are analyzed qualitatively. 

The Results of the research and discussion show a fundamental difference between 

the concept of perbuatan melawan hukum in Indonesia and tort law in Singapore. 

Indonesia adheres to the concept of perbuatan melawan hukum with cumulative 

elements and fault-based liability. Meanwhile, tort law in Singapore does not 

recognize a single cumulative general concept, but consists of various types of torts 

with different elements according to the character of each tort and more diverse 

forms of liability. This difference reflects the character of the civil law system, which 

is codification-based, and common law, which gives a greater role to judges. 

 

Keywords: Comparative law, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) 

in Indonesia, Tort law in Singapore
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I.PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan 

manusia lainnya dalam menjalani kehidupannya dalam interaksi tersebut kerapkali 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik, konflik terjadi akibat adanya 

benturan kepentingan, kelalaian, atau kesalahan dalam menjalankan hak maupun 

kewajiban. sehingga diperlukan sebuah kaidah atau sistem yang mengatur 

hubungan interaksi antara manusia tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Salah 

satu kaidah yang mengatur tentang interaksi manusia adalah hukum. Hukum 

merupakan himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan yang 

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota 

masyarakat dan apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan atau sanksi dari 

pihak pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri, hukum mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.  

Dalam pengimplementasian perannya, hukum sebagai suatu sistem kaidah, tidak 

hanya mencerminkan nilai-nilai sosial semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana 

mekanisme perlindungan bagi individu maupun kelompok dari perbuatan yang 

merugikan. di Indonesia hukum telah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian 

berdasarkan kepentingan yang dilindunginya. Hal ini mencerminkan perlindungan 

terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah publik maupun 

ranah privat. Hukum yang melindungi kepentingan publik adalah hukum pidana 

sedangkan hukum yang melindungi kepentingan privat diatur di dalam ranah 

hukum keperdataan. 

Secara geografis, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang letaknya 

berdekatan, Singapura merupakan negara tetangga terdekat Indonesia di kawasan 

Asia Tenggara sehingga Indonesia dengan Singapura memiliki hubungan bilateral 

yang erat, baik dalam bidang ekonomi, politik serta dalam bidang hukum. Hal ini 
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mengakibatkan interaksi antar warga negara dalam berbagai aspek kehidupan 

sangat intensif, hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

menunjukkan bahwa Singapura termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang utama 

Indonesia, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sumber impor.1 Selain itu 

Singapura merupakan salah satu Investor asing terbesar di Indonesia dalam kurun 

waktu sepuluh tahun terakhir.2 Hubungan ekonomi yang erat ini menimbulkan 

berbagai konsekuensi hukum, termasuk dalam ranah hukum keperdataan. Banyak 

kontrak bisnis, kerja sama investasi dari keduanya menjadi sangat penting.  

Hubungan ekonomi yang erat dan intensif ini tentunya membutuhkan kepastian 

hukum yang jelas dalam setiap interaksi keperdataan, hal ini melahirkan suatu 

perbandingan yang menarik antar kedua negara tersebut yakni Indonesia dengan 

Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia 

Tenggara hal ini tercermin dari masyarakatnya yang lebih disiplin terhadap hukum 

disisi lain Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan 

karakteristik sosialnya yang lebih beragam. kedua negara ini sama-sama 

mempunyai sejarah yang panjang sebagai negara yang pernah dijajah namun, 

Singapura jauh lebih maju jika dibandingkan dengan Indonesia hal ini tentunya 

tidak terlepas dari sistem hukum serta penerapan hukum yang diterapkan oleh 

negara Singapura. Singapura berhasil menciptakan sebuah transformasi 

pembangunan yang besar termasuk dalam bidang hukum, dalam hal ini Singapura 

mampu menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakatnya. Hal ini melahirkan sebuah dinamika mengapa 

Singapura jauh lebih maju jika dibandingkan dengan Indonesia maka, penting untuk 

melihat lebih jauh terkait bagaimana pengaturan terkait hukum dalam kedua negara 

tersebut untuk memahami esensi pengaturan hukum di antara keduanya maka 

penting untuk menyoroti perbedaan mendasar dalam fondasi sistem hukum yang 

dianut

 
1 Badan Pusat Statistik, “Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia / Indonesia Foreign 

Trade Statistics Ekspor/Expotrs 2023”, 2024,(BPS RI,Jakarta), hlm.35. 
2 Kementerian Investasi/BKPM, “Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV 2022, (BKPM: 

Jakarta), 2023, Hlm.41. 
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Secara fundamental Indonesia dengan Singapura merupakan negara yang 

mempunyai sistem hukum yang sangat berbeda. Indonesia merupakan negara 

hukum yang menganut sistem keluarga hukum civil law atau sistem hukum Eropa 

kontinental. Sistem hukum civil law merupakan sistem hukum yang didasarkan 

pada hukum tertulis yang terkodifikasikan secara sistematis ke dalam suatu kitab 

undang-undang yang menjadi suatu sumber hukumnya sementara Singapura 

merupakan negara yang menganut sistem keluarga hukum Anglo saxon atau 

common law. sistem hukum common law yang didasarkan pada sistem kasus atau 

preseden yudisial dimana putusan pengadilan terdahulu dianggap sebagai sumber 

hukum. Meskipun kedua negara ini mempunyai sistem hukum yang berbeda secara 

signifikan namun kedua sistem hukum ini tentunya mempunyai tujuan yang sama 

yakni menjaga keseimbangan dalam masyarakat salah satunya adalah dengan 

melindungi kepentingan setiap individu maupun kelompok.  

Di Indonesia hukum yang bertujuan melindungi kepentingan privat atau 

kepentingan seseorang diatur dalam ranah hukum keperdataan. Hukum perdata di 

Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda sebagai akibat dari adanya asas 

konkordansi yaitu penerapan hukum belanda di negara jajahannya, termasuk 

penerapan Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata. hukum perdata dalam arti yang luas 

meliputi semua hukum privat “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang 

mengatur kepentingan perseorangan.3 Pada hakikatnya tuntutan atau gugatan 

keperdataan didasarkan pada adanya suatu perikatan, berdasarkan pasal 1352 

KUHPerdata dijelaskan bahwa perikatan bersumber dari 2 hal yaitu : perjanjian dan 

perikatan yang bersumber dari undang-undang4, keduanya sama-sama bersumber 

dari adanya suatu perikatan namun ada perbedaan yang sangat mendasar di antara 

keduanya perjanjian timbul karena adanya sebuah kesepakatan/persetujuan para 

pihak sementara perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena suatu 

perbuatan manusia yang kemudian dibedakan lagi menjadi 2 jenis yaitu perbuatan 

yang sesuai dengan hukum (rechtmatige daad) dan perbuatan melawan hukum yang 

 
3 PN.H Simanjuntak,S,H, “Hukum perdata Indonesia”, 2015, (Kencana : Jakarta) hlm.6. 
4 Bing Waluyo. (2022) “Kajian terhadap Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada 

Pasal 1365  KUHPerdata ”, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum universitas wijaya kusuma,vol.24 

hlm.15. 
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merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang semata-mata karena 

adanya suatu perbuatan yang tidak halal yaitu melawan hukum.5  

Perbuatan melawan hukum merupakan sebuah konsep hukum yang sangat 

fundamental dalam sistem hukum keperdataan Indonesia dan dalam sistem hukum 

negara-negara dengan tradisi common law yang salah satunya adalah negara 

Singapura yang dikenal dengan istilah “tort law.” di Indonesia, istilah perbuatan 

melawan hukum ada beberapa bentuk, R.Wirjono Prodjodikoro menggunakan 

istilah perbuatan melanggar hukum, Utrecht memakai istilah perbuatan yang 

bertentangan dengan asas-asas hukum di sisi lain Sudirman Kartohadi Prodjo 

mempergunakan istilah tindakan melawan hukum.6 Namun, perumusan perbuatan 

melanggar hukum dianggap lebih sempit sedangkan perumusan istilah perbuatan 

melawan hukum dianggap lebih luas karena mencakup dalam hal berbuat atau tidak 

berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati 

yang sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau 

barang orang lain.7  

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat di dalam pasal 1365-

1380 KUHPerdata, dari keseluruhan pasal-pasal tersebut pasal 1365 KUHPerdata 

memegang peranan yang sangat penting dalam pengaturan perbuatan melawan 

hukum karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan 

unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah perbuatan melawan hukum.8 yang 

menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan 

kerugian pada orang lain mengharuskan pihak yang bersalah untuk mengganti 

kerugian tersebut. 

Di negara Singapura perbuatan melawan hukum diatur dalam suatu hukum yang 

dikenal dengan istilah tort law, hukum tort atau perbuatan melawan hukum 

 
5 Suryati,(2017), Hukum Perdata, Suluh Media : Yogyakarta, hlm.173. 
6 Rini Dameria,(2017), “Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan 

penyelesaiannya dimahkamah agung(studi kasus pekara putusan mahkamah agung Nomor 

352/PK/PDT/2010)”, Diponegoro Law Journal.Vol.6, No.1,hlm.4 
7 Ibid.hlm.4. 
8 Dejan Abdul Hadi,2020, “Tanggung gugat pemilik hewan atas perbuatan melawan hukum 

yang menimbulkan kerugian kepada orang lain oleh hewan peliharaan”. Journal of Jurisprudence 

and Legisprudence, Vol.1.hlm.72  



5 
 

merupakan bagian integral dari hukum perdata yang berfokus pada penyelesaian 

sengketa yang timbul akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang 

merugikan pihak lain.9 Konsep hukum Singapura banyak dipengaruhi oleh sistem 

hukum Inggris sebagai akibat dari Singapura yang pernah menjadi koloni Inggris10, 

namun seiring dengan perkembangannya hukum tort law mulai mengalami 

modifikasi dan mulai disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.  

Di sisi lain, kata tort sampai saat ini masih menjadi teka-teki kata ini tidak umum 

digunakan dan tidak memiliki makna yang jelas dalam bahasa Inggris modern.11 

Kata tort dalam bahasa Inggris artinya “kesalahan” dalam bahasa Prancis diartikan 

juga sebagai “kesalahan” namun tort yang dimaksud bukanlah kesalahan pidana 

tetapi kesalahan dalam hukum perdata yang mengatur keadaan dimana seseorang 

yang kepentingannya dirugikan oleh orang lain dan dapat dituntut dan 

dikompensasikan melalui pengadilan.12  

Dalam konteks perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat 

hubungan interaksi serta kerja sama lintas negara semakin berkembang khususnya 

hubungan kerja sama antara negara Indonesia dengan Singapura tentunya tantangan 

yang dihadapi pun semakin kompleks. Interaksi tersebut terkadang mengalami 

benturan sehingga meningkatkan potensi perbuatan melawan hukum. 

Perkembangan ini menuntut adanya kejelasan bagaimana dua sistem yang berbeda 

yaitu Indonesia yang mengandalkan pasal 1365 KUHPerdata sebagai pasal umum 

dalam persoalan perbuatan yang merugikan dan Singapura dengan sistem 

presedennya dalam pengaturan tort law. 

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan 

melawan hukum menjadi dasar dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan yang 

merugikan, sama halnya dengan negara Singapura yang menganut sistem hukum 

common law, tort law juga menjadi dasar dalam hal pertanggungjawaban terhadap 

 
9 Putri Handayani.2024, “Tort law dalam konteks hukum perdata: penegakan hak korban 

kerugian”, Jurnal relasi publik,vol.2.hlm.1  
10 Tang Hang Wu, An Introduction to Trust Law in Singapore, hlm.1 
11 Carol Harlow,2005, “Understanding Tort Law”.Fontana Press1987;London,hlm.1 
12 Ibid,hlm.1 
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suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kedua konsep ini 

mempunyai tujuan yang sama yakni bertujuan untuk memulihkan kerugian 

seseorang. Akan tetapi keduanya mempunyai cara kerja yang berbeda baik dalam 

hal pengaturan maupun mekanisme pertanggungjawaban terhadap perbuatan 

melawan hukum. Perbedaan kedua konsep ini menimbulkan suatu dinamika yang 

unik untuk dianalisis lebih lanjut untuk melihat terkait bagaimana kedua sistem 

hukum yang berbeda tersebut bekerja dalam mengatur aspek yang sama yakni 

perbuatan melawan hukum.  

Maka dalam hal ini diperlukan sebuah metode perbandingan hukum untuk 

menganalisis apa yang menjadi perbedaan-perbedaan dari kedua sistem hukum ini 

dan apa yang menjadi persamaan keduanya serta pengaruh perbedaan sistem hukum 

civil law dan common law terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban 

dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort law di Singapura. Dengan 

demikian metode perbandingan hukum dianggap relevan dalam hal ini karena 

perbandingan hukum (comparative law) merupakan sebuah pendekatan yang 

digunakan dalam ilmu hukum untuk melihat bagaimana suatu masalah diatur dalam 

suatu sistem hukum yang berbeda. Adapun tujuan dari perbandingan hukum itu 

sendiri ialah untuk melihat bagaimana dua sistem hukum bekerja dalam suatu 

negara yakni dengan menganalisis apa yang menjadi persamaan serta perbedaan 

dari kedua sistem hukum yang diperbandingkan.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara 

lebih mendalam terkait perbandingan hukum perbuatan melawan hukum di 

Indonesia dengan tort law di Singapura melalui penelitian hukum 

normatif/doktrinal dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan 

study pustaka pengkajian informasi tertulis melalui peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan/ yurisprudensi, jurnal dan buku terkait bidang hukum serta 

sumber penunjang lainnya yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini serta 

dilengkapi dengan wawancara terbatas dengan narasumber yang berkompeten 

sebagai data pendukung untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep 

perbuatan melawan hukum dan tort law dalam menganalisis apa yang menjadi 

perbedaan dan persamaan terkait konsep perbuatan melawan hukum dalam kedua 
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negara tersebut serta pengaruh perbedaan sistem hukum civil law dan sistem hukum 

common law terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam 

perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort law di Singapura, dengan 

demikian yang menjadi judul dalam penelitian penulis adalah : Perbandingan 

Konsep Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dengan Tort Law di 

Singapura. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata di Indonesia 

dengan konsep tort law di Singapura? 

2. Bagaimana perbandingan konsep perbuatan melawan hukum dalam 

KUHPerdata Indonesia dengan tort law di Singapura serta pengaruh perbedaan 

sistem hukum civil law dan sistem hukum common law terhadap bentuk dan 

mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di 

Indonesia dan tort law di Singapura? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup ilmu hukum perdata. Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini 

terbatas pada perbandingan hukum secara normatif/doktrinal terkait perbuatan 

melawan hukum dalam KUHPerdata Indonesia dengan tort law di Singapura. 

Pembahasan tort law dalam hal ini memfokuskan pada tort of negligence (kelalaian) 

sebagai inti perbandingan, karena jenis tort ini merupakan jenis tort yang paling 

umum dan sepadan dengan perbuatan melawan hukum umum yang diatur dalam 

pasal 1365 KUHPerdata. di samping itu, penelitian ini juga membahas terkait 

pengaruh perbedaan sistem hukum civil law dan common law terhadap bentuk dan 

mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia 

dan tort law di Singapura. Sedangkan dalam ruang lingkup bidang ilmu pada 

penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya aspek perbuatan melawan 

hukum di Indonesia dan tort law di Singapura. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis serta memahami konsep perbuatan melawan hukum dalam 

KUHPerdata di Indonesia dengan konsep tort law di Singapura. 

2. Menganalisis serta memahami perbandingan konsep perbuatan melawan 

hukum dalam KUHPerdata Indonesia dengan tort law di Singapura serta 

menganalisis pengaruh perbedaan sistem hukum civil law dan common law 

terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan 

melawan hukum di Indonesia dan tort law di Singapura. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

positif terhadap para pembaca maupun terhadap penulis serta dapat digunakan 

sebagai kajian kepentingan ilmiah ilmu hukum, khususnya dibidang kajian hukum 

perdata, dan juga diharapkan berguna sebagai referensi bacaan yang dapat 

memberikan edukasi kepada pembaca sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan 

terkait perbandingan hukum perbuatan melawan hukum dengan tort law. 

2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam 

perkembangan konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata Indonesia 

dan konsep tort law di Singapura dan juga bertujuan untuk memberikan sumber 

informasi atau pemahaman mendalam tentang persamaan dan perbedaan konsep 

perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata Indonesia dengan tort law di 

Singapura serta pengaruh perbedaan sistem hukum civil law dan common law 

terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan 

hukum di Indonesia dan tort law di Singapura.



 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum (Comparative Law) 

Dalam kajian mengenai perbandingan hukum terdapat beragam istilah asing yang 

digunakan yakni: comparative  law, comparative jurisprudence, foreign law, droit 

compare, rechsvergelijking, atau vergleichende rechlehre.13 Perbandingan hukum 

bertujuan untuk mengungkap berbagai persamaan dan perbedaan yang terdapat 

pada dua atau lebih sistem hukum dalam cakupan yang luas. Secara konseptual, 

perbandingan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mempelajari 

hukum dengan cara membandingkan sistem atau aturan hukum yang berlaku, baik 

dari segi kesamaan maupun perbedaannya. Kajian perbandingan hukum 

(comparative law) merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam ilmu 

hukum untuk melihat bagaimana suatu masalah diatur dalam suatu sistem hukum 

yang berbeda. Perbandingan hukum bukanlah sumber hukum tersendiri, melainkan 

menjadikan hukum sebagai objek kajian dan perbandingan sebagai cara kerja 

utamanya. 

Dalam situasi hukum yang semakin kompleks dan saling terhubung menjadikan 

kajian perbandingan hukum lebih dari sekedar alat analisis melainkan sebuah 

jendela untuk memahami keberagaman dan kesamaan sistem hukum, sebagaimana 

tujuan dari perbandingan hukum itu sendiri yakni untuk melihat bagaimana dua 

sistem hukum bekerja dalam suatu negara yakni dengan menganalisis apa yang 

menjadi persamaan serta perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut dalam rangka 

mengembangkan hukum serta mengadakan pembaharuan hukum, Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Konrad Zweigert dan Hein Kötz yang menekankan bahwa 

perbandingan hukum bukan hanya sebatas alat teknis tetapi juga aktivitas ilmiah 

yang menjadi sarana untuk memahami prinsip-prinsip umum yang mendasari  

 
13 H.MD. Shodiq,2023, Perbandingan Sistem Hukum, PT Mafy Media Literasi Indonesia : 

Padang, Hlm.1. 
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sistem hukum, serta interaksinya dengan masyarakat dan budaya, keduanya 

mengangkat kembali semangat awal dari kongres internasional hukum 

perbandingan tahun 1900 dimana Edouart Lambert dan Raymond Saleilles 

mengusung sebuah visi besar yakni : “What Lambert and Saleilles had in mind was 

the development of nothing less than a common law of mankind (droit commun de 

l’humanité). A world law must be created not today, perhaps not even tomorrow but 

created it must be, and comparative law must create it.”14 Dalam terjemahannya : 

“Apa yang ada dalam pikiran Lambert dan Saleilles adalah pengembangan tidak 

kurang dari suatu hukum bersama umat manusia (droit commun de l’humanite).  

Sebuah hukum dunia harus diciptakan bukan hari ini, mungkin juga bukan besok 

tetapi harus diciptakan, dan hukum perbandinganlah yang harus menciptakannya.” 

Gagasan ini mencerminkan bahwa perbandingan hukum dapat menjadi sarana 

untuk mengatasi perbedaan hukum serta mendekatkan sistem hukum menuju 

prinsip-prinsip yang lebih universal. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan 

hukum (comparative law) memiliki banyak manfaat dan kegunaan di samping 

melihat sisi persamaan dan perbedaan perbandingan hukum juga bermanfaat dalam 

memahami masyarakat luar negeri, dalam konteks hubungan lintas negara.15 Hal 

ini selaras dengan pendapat Rudolf B Schlesinger yang memberikan pandangan 

bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan 

untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait hukum tertentu.16 

Menurut Sudikno Mertokusumo perbandingan hukum adalah suatu kegiatan 

memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya.17 

Perbandingan hukum, dilakukan melalui teknik pendekatan 3 tahap yaitu tahap 

deskriptif, tahap identifikasi dan tahap penjelasan. Pada tahap deskriptif mengkaji 

terkait norma, konsep dan institusi dari suatu sistem hukum yang dilanjutkan 

dengan tahap identifikasi yang mengkaji terkait perbedaan serta persamaan antara 

 
14 Konrad Zweigert et Hein Kötz,, Press (1998) An Introduction to Comparative Law, 3rd 

ed, Oxford University, hlm.3. 
15Topo Santoso dan Gratinus Prikasetya Putra,  (2024),  Seabad Dialetika Pendidikan 

Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta hlm.195. 
16 Wartiningsih, dkk, (2019), Perbandingan Hukum, Scopindo Media Pustaka : Surabaya,  

hlm.2 
17 Ibid, hlm.3. 
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sistem hukum yang diperbandingkan, dan yang terakhir kemudian dilanjutkan 

dengan tahap penjelasan dimana pada tahap ini menjelaskan terkait kesamaan dan 

perbedaan antar sistem hukum, konsep atau institusi yang sebelumnya dibahas 

dalam tahap identifikasi.18 

2.2.Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum  

2.2.1 Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum 

Sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata di 

Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan sistem hukum Indonesia yang 

banyak dipengaruhi oleh warisan hukum Belanda. hal ini dilatarbelakangi karena 

adanya asas konkordansi yaitu asas yang menjadi dasar diberlakukannya hukum 

Eropa atau hukum di Belanda pada masa itu untuk dib ìerlakukan juga tìerhadap 

nìegìeri jajahannya yang salah satunya adalah Indonìesia. masa pìenjajahan Bìelanda 

Indonìesia masih mìengadopsi sistìem hukum Bìelanda yang tìerkodifikasikan dalam 

Burgìerlijk Wìetboìek (BW) atau KUHPìerdata bahkan sìetìelah Indonìesia mìerdìeka 

pada tahun 1945 hukum di indonìesia masih banyak dipìengaruhi olìeh sistìem hukum 

Bìelanda. Konsìep pìerbuatan mìelawan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini 

adalah sìebagai pìerbuatan mìelawan hukum dalam hukum kìepìerdataan. 

Pìerkìembangan yang sangat pìenting dalam tìeori hukum adalah mìengìenai pìengìertian 

mìelawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPìerdata yang bìerkìembang 

mìelalui bìebìerapa putusan pìengadilan yang diuraikan sìebagai bìerikut. 

1. Putusan H.R 6 Januari 1905 

Kasus ini mìerupakan salah satu awal pìerkìembangan dari pìerbuatan mìelawan 

hukum. Kasus ini bìerawal dari sìebuah pìerusahaan yakni Maatschappij Singìer yaitu 

sìebuah pìerusahaan yang mìenjual mìesin jahit rìesmi mìerìek Singìer, yang kìemudian 

mìerasa dirugikan olìeh sìebuah toko yang tìerlìetak di sìebìerang jalan karìena 

mìemasang iklan yang bìertuliskan “Vìerbìertìe Singìernaaimachinìe Mij” yang 

mìembuat kìesan bahwa sìeolah-olah toko tìersìebut mìenjual mìesin Singìer asli, 

sìehingga mìembuat toko rìesminya mìengalami pìenurunan pìelanggan sìehingga toko 

tìersìebut mìengalami kìerugian. Kìemudian toko tìersìebut mìenggugat hal tìersìebut kìe 

 
18Ibid, hlm.16. 
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pìengadilan akan tìetapi hogìe raad mìenolak gugatan tìersìebut karìena pada saat itu 

bìelum ada pìeraturan pìerundang-undangan yang mìengatur hal tìersìebut. 

2. Putusan H.R Tanggal 10 Juli 1910 

Dalam yurisprudìensi Bìelanda, putusan H.R tanggal 10 Juli 1910 mìerupakan salah 

satu tonggak yang sangat pìenting dalam pìerkìembangan pìerbuatan mìelawan hukum 

(onrìechtmatigìe daad). kasus ini bìerakar dari adanya sìebuah gudang yang 

mìempunyai kìeran induk yang digunakan untuk mìengalirkan air kìe bìebìerapa rumah 

di sìekitar kìeran tìersìebut. Suatu kìetika cuaca sangat dingin sìehingga mìembuat kìeran 

induk tìersìebut pìecah dan mìengakibatkan pìenghuni lantai bawah mìengalami banjir 

dan mìengakibatkan kìerusakan tìerhadap barang yang ada di lantai bawah, awalnya 

pìenghuni lantai bawah tìelah mìeminta tolong kìepada pìenghuni lantai atas akan tìetapi 

pìenghuni lantai atas tidak bìersìedia mìenutup kìeran induk tìersìebut, hal ini 

mìengakibatkan pìenghuni lantai bawah mìengalami kìerugian dari kìerusakan barang 

yang didìerita dan kìemudian pìenghuni lantai bawah mìenggugat pìenghuni lantai atas 

akan tìetapi pìengadilan mìemìenangkan tìergugat dìengan pìertimbangan bahwa tidak 

ada suatu kìetìentuan undang-undang yang mìensyaratkan bahwa pìenghuni lantai atas 

bìerkìewajiban untuk mìematikan kìeran induk untuk kìepìentingan orang lain. sìebìelum 

adanya putusan ini pìerbuatan mìelawan hukum hanya dimaknai sìebagai pìerbuatan 

yang hanya mìelanggar undang-undang tìertulis, akan tìetapi mìelalui putusan ini, 

hogìe raad mìenyatakan bahwa suatu pìerbuatan dapat dikatìegorikan sìebagai 

pìerbuatan mìelawan hukum bukan lagi hanya sìebatas pìerbuatan yang bìertìentangan 

dìengan undang-undang tìertulis, mìelainkan juga tìerhadap pìerbuatan yang 

bìertìentangan dìengan norma tidak tìertulis dan asas-asas umum hukum.  

Sìebìelum tahun 1919 sìecara klasik unsur “pìerbuatan” dalam istilah pìerbuatan 

mìelawan hukum dimaknai sìebagai : 

a.  Nonfìeasancìe, yakni dimana sìesìeorang tidak bìerbuat sìesuatu yang diwajibkan 

olìeh hukum  

b. Misfìeasancìe, yaitu suatu pìerbuatan yang dilakukan sìecara salah  
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c. Malfìeasancìe, yaitu pìerbuatan yang dilakukan padahal pìelakunya tidak bìerhak 

untuk mìelakukannya.19 

Pada awalnya, pìerbuatan mìelawan hukum hanya diartikan sìecara sìempit, yaitu 

hanya diartikan sìebatas pìelanggaran tìerhadap pasal-pasal hukum tìertulis yakni 

pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku pada masa itu (onwìetmatigìe daad), 

namun pìerkìembangan pìerbuatan mìelawan hukum tìerjadi sìetìelah hogìe raad dalam 

kasus lindìenbaum vìersus cohìen pada tahun 1919. kasus lindìenbaum dan cohìen 

mìerupakan sìebuah kasus pìersaingan usaha yang tidak sìehat dalam bisnis. 

lindìenbaum dan cohìen sama-sama mìembuka sìebuah usaha pìercìetakan dan 

kìeduanya saling bìersaing satu sama lain hingga suatu kìetika cohìen mìembujuk 

sìeorang pìegawai dari lindìenbaum untuk mìenyìerahkan salinan dari pìenawaran-

pìenawaran yang dibìerikan olìeh lindìenbaum kìepada masyarakat dan mìembìerikan 

daftar nama-nama orang yang mìengajukan ordìer kìepada lindìenbaum, namun 

tindakan cohìen tìersìebut dikìetahui olìeh lindìenbaum. kìemudian lindìenbaum 

mìenggugat cohìen kìe pìengadilan Amstìerdam dìengan dalil bahwa cohìen tìelah 

mìelakukan pìerbuatan mìelawan hukum (onrìechtmatigìe daad) dan tìelah mìelanggar 

pasal 1401 BW Bìelanda atau pasal 1365 dalam KUHPìerdata Indonìesia.  

Pada tingkat pìertama pìengadilan nìegìeri gugatan lindìenbaum dimìenangkan, akan 

tìetapi pada tingkat banding cohìen dimìenangkan, dìengan alasan bahwa cohìen tidak 

tìerbukti tìelah mìelakukan pìerbuatan yang mìelawan hukum. karìena pada masa itu 

pìerbuatan mìelawan hukum hanya dimaknai sìebatas pìelanggaran tìerhadap suatu 

pasal dalam pìerundang-undangan yang bìerlaku, akan tìetapi pada tingkat kasasi 

lindìenbaum dimìenangkan yang kìemudian mìenjadi tonggak awal sìejarah baru dalam 

pìerkìembangan pìerbuatan mìelawan hukum.20 

Dalam putusan tingkat kasasi hogìe raad mìenyatakan bahwa yang dimaksud dìengan 

pìerbuatan mìelawan hukum tidak hanya mìelanggar undang-undang yang tìertulis 

sìepìerti yang dimaknai pada masa itu, mìelainkan juga tìerhadap pìerbuatan yang : 

a. Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan hak orang lain. 

 
19 Munir Fuady, (2017)Perbuatan Melawan Hukum,cet.5,PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 

hlm.5. 
20 Munir Fuady,Perbuatan Melawan Hukum,cet.5,( PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2017), 

hlm.31-32. 
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b. Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan kìewajiban hukum si pìelaku  

c. Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan undang-undang  

d. Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan kìesusilaan  

e. Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan kìepatutan, kìehati-hatian dan kìeharusan 

dalam pìergaulan masyarakat yang baik.21 

Dìengan dìemikian sìejak tahun 1919 konsìep pìerbuatan mìelawan hukum tidak lagi 

diartikan sìecara sìempit tìetapi tìelah diartikan sìecara sìeluas-luasnya pìerbuatan 

mìelawan hukum tidak lagi hanya dimaknai s ìebatas pìelanggaran tìerhadap hukum 

tìertulis onwìetmatigìe daad tìetapi onrìechtmatigìe daad, yakni pìerbuatan yang 

mìelawan hukum baik hukum tìertulis maupun hukum yang tidak tìertulis. Dalam 

KUHPìerdata di Indonìesia tidak ada satu pasal pun yang m ìembìerikan pìengìertian 

atau dìefinisi dari pìerbuatan mìelawan hukum, namun KUHPìerdata hanya 

mìembìerikan rumusan unsur dari pìerbuatan mìelawan hukum. Pìengaturan pìerbuatan 

mìelawan hukum dalam KUHPìerdata hanya tìerdapat dalam bìebìerapa pasal saja 

sìebagaimana yang juga tìerjadi di nìegara-nìegara lainnya yang mìenganut sistìem 

Eropa kontinìental. tìerminologi dari “pìerbuatan mìelawan hukum” mìerupakan 

tìerjìemahan dari kata onrìechtmatigìe daad, yang diatur dalam KUHPìerdata buku III 

pasal 1365 sampai dìengan pasal 1380.22  

 

2.2.2 Unsur-unsur Pìerbuatan Mìelawan Hukum di Indonìesia 

Dalam pasal 1365 KUHPìerdata yang bìerbunyi : 

“Tiap pìerbuatan yang mìelanggar hukum, yang mìembawa kìerugian bagi sìesìeorang 

lain, mìewajibkan orang yang karìena salahnya mìenìerbitkan kìerugian itu, 

mìengganti kìerugian tìersìebut.” 

Dìengan dìemikian pasal ini mìembìerikan suatu syarat agar suatu pìerbuatan dapat 

dikatakan sìebagai pìerbuatan mìelawan hukum yaitu harus tìerpìenuhinya sìetiap 

rumusan unsur yang tìerkandung dalam pasal 1365 KUHPìerdata yaitu : 

 

a. Adanya pìerbuatan 

 
21 Arifin Ilham dkk, Hukum Perdata,cet.1,(Padang: CV. Gita Lentera,2024), hlm.70-71 
22 Sedyo Prayogo , “Penerapan Batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

dalam perjanjian”, Jurnal pembaharuan hukum Vol.III No.2 Mei-agustus 2016 
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Pìerbuatan mìerupakan unsur pìertama yang ada dalam suatu pìerbuatan mìelawan 

hukum. Pìerbuatan atau tindakan nyata dalam hal ini adalah pìerbuatan yang bìersifat 

aktif yaitu bìerbuat sìesuatu maupun pìerbuatan yang bìersifat pasif yaitu tidak bìerbuat 

sìesuatu yang sìesuai dìengan kìewajibannya / mìengabaikan suatu kìewajiban.  

 

b. Pìerbuatan itu harus mìelawan hukum  

Sìetìelah tahun 1919 unsur mìelawan hukum bukan lagi dipandang hanya sìebatas 

pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan undang-undang atau pìeraturan tìertulis lainnya, 

namun pìerbuatan mìelawan hukum tìelah dirumuskan sìecara sìeluas-luasnya yaitu : 

1) Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan undang-undang. 

2) Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan hak orang lain yang dimaksud dìengan 

hak orang lain dalam hal ini adalah hak subjìektif sìesìeorang yang diatur 

dalam undang-undang.23 

3) Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan kìesusilaan 

4) Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan kìewajiban hukumnya (rìecht splicht) 

Suatu pìerbuatan atau tindakan yang bìertìentangan dìengan suatu kìewajiban 

hukum yang sìemìestinya harus ditaati olìeh sìesìeorang dapat dikualifikasikan 

sìebagai suatu pìerbuatan mìelawan hukum. kìewajiban hukum tìersìebut tidak 

hanya kìewajiban yang diatur sìecara tìertulis tìetapi juga mìencakup kìewajiban 

yang tidak diatur sìecara tìertulis dìengan dìemikian, sìetiap pìerbuatan yang 

tidak sìesuai dìengan tanggung jawab atau aturan yang ditìetapkan olìeh 

hukum baik yang bìersifat tìertulis maupun tidak tìertulis dianggap sìebagai 

suatu pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan kìewajiban hukum.24 

5) Pìerbuatan yang bìertìentangan dìengan kìehati-hatian, kìeharusan dalam 

pìergaulan masyarakat yang baik. 

 

c. Adanya kìesalahan  

Mìerujuk pada asas yang dikìenal dalam hukum acara pìerdata, yaitu Actori in cumbit 

Probatio maka dapat dikìetahui dalam mìengajukan gugatan ganti rugi dalam hal 

 
23 Prihati Yuniarlin,(2012), Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap 

Kreditur yang tidak mendaftarkan Jaminan Fiducia, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.1, hlm.6 
24 Ayup.S.Ningsih, (2024), Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan unsur-

unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, The Prosecutor Law Review, Vol.02, No.1, 

Hlm.39. 
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tìerjadinya pìerbuatan mìelawan hukum, korban harus mìembuktikan bahwa kìerugian 

yang ia dìerita karìena adanya suatu pìerbuatan mìelawan hukum mìerupakan sìebuah 

kìesìengajaan atau kìelalaian dari pìelaku.25 Mìenurut sìeorang ahli hukum pìerdata 

yakni Ruttìen mìenyatakan bahwa sìetiap akibat dari pìerbuatan mìelawan hukum tidak 

bisa dimintai pìertanggungjawaban jika tidak tìerdapat unsur kìesalahan. unsur 

kìesalahan diklasifikasikan mìenjadi 2 yaitu kìesalahan yang dilakukan dìengan 

kìesìengajaan dan kìesalahan karìena kìekuranghati-hatian atau kìealpaan. dalam pasal 

1365 KUHPìerdata pìerbuatan yang dilakukan dìengan sìengaja ataupun dilakukan 

karìena kurang hati-hati atau kìealpaan mìemiliki akibat hukum yang sama, yaitu 

pìelaku tìetap bìertanggung jawab mìengganti sìeluruh kìerugian yang diakibatkan dari 

pìerbuatan mìelawan hukum yang dilakukannya.26  

Adapun yang mìenjadi unsur-unsur kìesalahan (schuld) dalam pìerbuatan mìelawan 

hukum adalah : 

1) Unsur kìesìengajaan 

2) Unsur kìelalaian 

3) Tidak ada alasan pìembìenar atau alasan pìemaaf sìepìerti kìeadaan mìemaksa 

ovìermacht, mìembìela diri, ODGJ dll. 

Unsur kìesalahan dalam pìerbuatan mìelawan hukum sangat bìerkaitan ìerat dìengan 

Pìertanggungjawaban. dalam pasal 1365 KUHPìerdata mìensyaratkan adanya unsur 

kìesalahan dalam pìerbuatan mìelawan hukum, karìena tanggung jawab tanpa 

kìesalahan (strict liability) tidak tìermasuk tanggung jawab bìerdasarkan kìepada pasal 

1365  KUHPìerdata karìena bìerdasarkan pasal 1365 KUHPìerdata suatu pìerbuatan 

mìelawan hukum harus mìengandung unsur kìesalahan agar dapat dimintakan 

pìertanggung jawaban sìecara hukum. 

 

d. Harus mìenimbulkan kìerugian pada orang lain  

 
25 Raafid Febriansyah,dkk, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai Perikatan yang 

lahir karena Undang-undang : Implikasi terhadap Penentuan ganti rugi,2024, Media Hukum 

Indonesia, VOL.2, No.4, hlm.5 
26 Wagino, “Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, Artikel DJKN, 09 

November 2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-

Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html (diakses pada 14 Mei 2025) 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html
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Kìerugian atau “rugi” mìerupakan suatu kìeadaan bìerkurang atau mìerosotnya suatu 

nilai kìekayaan sìesìeorang. kìerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah kìerugian 

yang timbul akibat dari adanya suatu pìerbuatan mìelawan hukum dan kìerugian 

tìersìebut bìersifat nyata, baik kìerugian matìerill yaitu kìerugian yang bisa dinilai 

dìengan uang maupun kìerugian immatìeril yaitu kìerugian atas manfaat atau 

kìeuntungan yang mungkin ditìerima dikìemudian hari yang pada praktiknya, 

pìemìenuhan tuntutan kìerugian immatìeril disìerahkan kìepada hakim.27 

 

e. Adanya hubungan sìebab akibat 

Yaitu adanya hubungan yang jìelas antara pìerbuatan yang mìelanggar hukum dan 

kìerugian yang timbul dan kìerugian tìersìebut mìerupakan akibat langsung dari 

tindakan mìelawan hukum tìersìebut. Ada 2 tìeori yang dikìenal dalam mìembahas 

konsìep hubungan sìebab akibat dalam pìerbuatan mìelawan hukum yakni :  

a. Tìeori Conditio sinìe qua non atau sìebab akibat yang faktual 

Sìecara harfiah Conditio sinìe qua non diartikan sìebagai suatu “syarat mutlak” 

tìeori ini dicìetuskan olìeh Von Buri.  

b. Tìeori proximatìe causìe atau sìebab akibat kira-kira.28 

Bìerdasarkan pasal 1365 KUHPìerdata apabila salah satu unsur tidak tìerpìenuhi, maka 

suatu pìerbuatan tidak dapat dikatìegorikan sìebagai pìerbuatan mìelawan hukum. 

Dasar hukum pìerbuatan mìelawan hukum tìerlìetak pada pasal 1365 KUHPìerdata 

yang mìengatur tìentang tanggung jawab hukum akibat pìerbuatan mìelawan hukum 

yang mìenjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi. pìerbuatan mìelawan hukum di 

Indonìesia tidak hanya tìerbatas pìerbuatan yang dilakukan olìeh sìesìeorang atau suatu 

individu sìemata tapi juga olìeh pìemìerintah. Pìejabat pìemìerintah mìerupakan suatu 

badan yang mìemiliki kìekuasaan sìerta kìewìenangan yang luas dalam mìenjalankan 

urusan pìemìerintahan, luasnya wìewìenang tìersìebut kìerap kali mìenimbulkan 

pìermasalahan dimasyarakat salah satunya pìenyalahgunaan kìewìenangan yang 

mìengakibatkan kìerugian tìerhadap masyarakat.  

 
27 Ibid. 
28 Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bhakti : Bandung, 

hlm.79. 
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Pìerbuatan mìelawan hukum yang dilakukan olìeh pìemìerintah atau yang dikìenal 

dìengan bahasa bìelanda onrìechmatigìe ovìerhìeidsdaad) mìerupakan suatu tindakan 

atau kìeputusan yang dilakukan olìeh badan atau pìejabat pìemìerintahan yang 

bìertìentangan dìengan hukum, yang dimana mìeskipun bìerasal dari tugas 

pìemìerintahan atau kìewìenangan publik, tìetapi mìenimbulkan kìerugian tìerhadap 

pihak lain.29 Dalam yurisprudìensi Indonìesia konsìep pìerbuatan mìelawan hukum 

yang dilakukan olìeh pìemìerintah dipandang sìebagai suatu kìeadaan dimana kìetika 

tìerdapat aturan hukum yang dìengan jìelas mìenyatakan adanya pìelanggaran hukum, 

khususnya apabila tindakan atau pìerbuatan pìemìerintah tìersìebut bìersifat sìewìenang-

wìenang hal ini tìelah ditìegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

66/K/Sip/1952. 

Bìerdasarkan putusan tìersìebut, ukuran yang digunakan untuk mìenilai adanya suatu 

pìerbuatan mìelawan hukum olìeh pìemìerintah adalah kìetika tindakan atau pìerbuatan 

aparat nìegara bìertìentangan dìengan kìetìentuan undang-undang maupun pìeraturan 

pìerundang-undangan lainnya yang bìerlaku, sìerta apabila pìemìerintah mìelakukan 

suatu tindakan yang mìenimbulkan akibat kìerugian tìerhadap kìepìentingan 

masyarakat yang sìeharusnya dijaga dan dihormati.30 Dalam hal ini pasal 1365 

mìenjadi dasar pìertanggungjawaban pìemìerintah tìerhadap masyarakat yang 

kìepìentingannya dirugikan. 

 

2.2.3 Kìerugian dalam Pìerbuatan Mìelawan Hukum di Indonìesia 

Suatu pìerbuatan hukum tìentunya mìengakibatkan sìebuah akibat hukum, dalam hal 

pìerbuatan mìelawan hukum dalam ranah hukum pìerdata tìentunya mìelahirkan 

sìebuah tanggung jawab hukum. Bìerdasarkan pasal 1365 KUHPìerdata tanggung 

jawab dalam pìerbuatan mìelawan hukum adalah timbulnya suatu kìewajiban 

mìengganti kìerugian yang diakibatkan olìeh adanya suatu pìerbuatan mìelawan 

hukum. Pasal ini mìenjadi dasar dalam hal mìenuntut pìertanggung jawaban tìerhadap 

suatu kìerugian. Pìenggantian kìerugian dalam hal ini bìertujuan untuk mìemulihkan 

 
29 Agus budi susilo.(2013).Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau 

Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata usaha Negara, Jurnal 

Hukum dan Peradilan ,Vol.2 No.2 Hlm.293-294. 
30 Mukti Stoffel, (2021).Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah terhadap 

kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan, Law, develovment dan Justice review,Vol.4 No.2, hlm.262. 
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kìerugian. adapun kìerugian yang dimaksud dalam hal pìerbuatan mìelawan hukum 

adalah : 

1. Kìerugian matìeriil (schadìe) 

Yakni, kìerugian yang dapat dinilai dìengan uang atau matìeri dan nyata yang 

mìencakup: 

a. Ganti rugi nominal : yaitu ganti rugi yang dib ìerikan mìeskipun tidak ada 

kìerugian riil atau kìerugian nyata yang timbul, pìembìerian ganti rugi ini 

dimaksudkan dalam hal tìerjadi pìelanggaran hukum yang sìerius misalnya 

dalam hal pìelanggaran dìengan unsur kìesìengajaan ganti rugi ini bìertujuan 

sìebagai bìentuk kìeadilan tìerhadap korban dìengan mìembìerikan sìejumlah uang 

yang wajar tanpa pìertimbangan tìerhadap jumlah kìerugian yang sìebìenarnya 

dialami.31 

b. Ganti rugi kompìensasi (compìensatory damagìes) : kìerugian yang bìersifat 

aktual atau nyata dan umumnya nilainya sìetara dìengan kìerugian yang timbul 

ganti rugi ini dapat ditìerima tìerhadap ganti rugi bìerikut : 

1) Kìerugian finansial bìerupa ganti rugi tìerhadap biaya yang dikìeluarkan 

olìeh korban, biaya pìengobatan, kìehilangan kìeuntungan/gaji dll. 

2) Pìendìeritaan fisik sìepìerti luka, patah tangan dll 

3) Pìendìeritaan mìental sìepìerti : malu, strìess / tìekanan jiwa,  dll.32 

Sìelain itu ada ganti rugi  yang umunya dikìenal sìebagai uang cìerdik / (smart 

monìey) karìena mìelìebihi kìerugian rill. Ganti rugi ini digunakan/dimaksudkan 

tìerhadap kasus-kasus kìesìengajaan yang bìerat sìepìerti pìenganiayaan bìerat 

yang bìertujuan sìebagai sanksi tìerhadap pìelaku.33 

c. Sìelain dari konsìep ganti rugi yang tìelah diuraikan di atas KUHPìerdata juga 

mìengatur ganti rugi tìerhadap pìerbuatan mìelawan hukum tìertìentu yakni : 

1) Kìesìengajaan atau kìelalaian yang mìenyìebabkan orang lain mati : 

sìebagaimana diatur dalam pasal 1370 KUHPìerdata dìengan tìetap 

mìempìertimbangkan kìedudukan dan kìekayaan kìedua bìelah pihak. 

 
31Syaiful Badri, (2024), Ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi 

dalam Sistem Hukum Perdata, Jurnal USMLaw Review, Vol.7, No.2,  Hlm.979. 
32 Munir Fuady, 2017, Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer), PT Citra 

Aditya Bakti : Bandung, hlm.144. 
33 Gisni Halipah, dkk, (2023), Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam 

Konteks Hukum Perdata, Jurnal Serambi Hukum, Vol.16, No.01, Hlm.141. 
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2) Kìesìengajaan atau kìelalaian yang mìenimbulkan orang lain luka atau 

cacatnya anggota badan ; diatur pasal 1371 KUHPìerdata. Dìengan 

mìempìertimbangkan kìedudukan dan kìekayaan kìedua bìelah pihak dan 

mìempìertimbangkan kìeadaan. 

3) Pìerbuatan mìelawan hukum bìerupa pìenghinaan : diatur dalam pasal 1372-

1380 KUHPìerdata ganti rugi dalam hal ini umumnya bìersifat ganti rugi 

Immatìeril dìengan tìetap mìempìertimbangkan bìerat-ringannya pìenghinaan, 

mìempìertimbangkan kìedudukan dan kìemampuan kìeduanya yakni si 

tìerhina dan yang mìenghina dan mìempìerhatikan kondisi dan situasi.34 

2. Kìerugian Immatìeril  

Yakni, suatu kìerugian yang tidak dapat dinilai dìengan matìeri atau uang. yang 

bìerupa, pìencìemaran nama baik, mìenyìerang kìehormatan orang lain. 

 

2.2.4 Pìertanggungjawaban dalam Pìerbuatan Mìelawan Hukum di Indonìesia 

Pìertanggungjawaban mìerupakan suatu konsìep atau tìeori yang digunakan untuk 

mìenìentukan siapa yang harus dituntut/digugat atau dimintakan 

pìertanggungjawaban atas suatu pìerbuatan yang mìelanggar atau bìertìentangan 

dìengan hukum ataupun pìelanggaran tìerhadap kontrak/pìerjanjian.35 Tanggung 

jawab dalam pìerbuatan mìelawan hukum lahir kìetika sìesìeorang mìenyìebabkan 

kìerugian tìerhadap pihak lain dan pihak tìersìebut mìenolak untuk mìenìerima kìerugian 

tìersìebut. Adapun tujuan dari pìertanggungjawaban ini sìendiri ialah untuk 

mìembìerikan pìerlindungan hukum tìerhadap sìesìeorang yang mìengalami kìerugian 

akibat adanya suatu pìerbuatan mìelawan hukum.36  

Modìel tanggung jawab hukum dalam hal pìerbuatan mìelawan hukum bìerdasarkan 

KUHPìerdata Indonìesia mìengìenal 2 modìel tanggung jawab hukum dalam pìerbuatan 

mìelawan hukum, yakni :  

1. Tanggung jawab atas kìesalahan yang dilakukan sìendiri  

2. Vicarious Liability /tanggung jawab pìengganti 

 
34 Munir Fuady, 2017, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra 

Aditya Bakti : Bandung, hlm.145-146. 
35 Dwi Alfianto, dkk, (2024), Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam 

Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Pengabdian Masyarakat: 

Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan, Vol 4, No.4, hlm.495. 
36 Ibid, hlm.493. 
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Dalam pìerbuatan mìelawan hukum suatu pìerbuatan mìelawan hukum yang dilakukan 

olìeh sìesìeorang dipìertanggungjawabkan olìeh orang lain. Pasal 1367 KUHPìerdata 

mìembìerikan dasar pìertanggungjawaban tìerhadap kìesalahan yang dilakukan olìeh 

orang lain dan barang yang ada dalam pìengawasannya, orang lain dalam hal ini 

adalah orang yang bìerada dalam tanggungannya bìerdasarkan pasal 1367 

KUHPìerdata disìebutkan siapa yang bìertanggungjawab tìerhadap siapa yaitu : 

a) Vis maior,, yaitu tanggung jawab orang tua tìerhadap pìerbuatan anaknya. 

b) Tanggung jawab guru tìerhadap pìerbuatan muridnya 

c) Tanggung jawab kìepala tukang/ mandor tìerhadap pìerbuatan para tukang yang 

di bawah pìengawasannya. 

d) Tanggung jawab majikan tìerhadap pìerbuatan yang dilakukan olìeh pìekìerjanya  

e) Rìes ruinosa, yaitu tanggung jawab pìemilik gìedung jika gìedung tìersìebut 

roboh.37 

 

2.2.5 Pìembuktian  

Pìembuktian dalam hal adanya pìerbuatan mìelawan hukum dalam ranah pìerdata 

mìerupakan suatu hal yang sangat pìenting, dalam hukum pìerdata bìeban pìembuktian 

tìerlìetak pada pihak yang mìengajukan gugatan yakni pìenggugat sìebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 163 H.IR ; Pasal 283 R.Bg ; pasal 1865 KUHPìerdata 38 yang 

bìerbunyi : 

 “sìetiap orang yang mìendalilkan bahwa ia mìempunyai sìesuatu hak, atau guna 

mìenìeguhkan haknya sìendiri atau mìembantah suatu hak orang lain, mìenunjuk pada 

suatu pìeristiwa, diwajibkan mìembuktikan adanya hak atau kìewajiban tìersìebut.’’ 

Dalam kontìeks pìerbuatan mìelawan hukum pihak pìenggugat sìebagai pihak yang 

mìerasa kìepìentingannya dirugikan dan sìebagai pihak yang mìengajukan gugatan 

tìerhadap sìeorang tìergugat, yang mìemiliki tanggung jawab untuk mìembuktikan 

bahwa pìerbuatan tìergugat mìemìenuhi sìemua rumusan pìerbuatan mìelawan hukum 

sìebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPìerdata yakni : 

 
37 Mahlil  Adriman, dkk, 2024, Hukum Perdata, Gita Lentera : Padang, Hlm.71 
38 Gisni Halifah, (2023), Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam 

konteks Hukum Perdata, Jurnal Serambi Hukum, Vol.16, No.1, Hlm.141. 
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1. Mìembuktikan adanya pìerbuatan : dalam hal ini pìenggugat harus mìembuktikan 

bahwa tìergugat tìelah mìelakukan suatu pìerbuatan baik sìecara aktif (bìerbuat 

sìesuatu) maupun pasif (tidak bìerbuat sìesuatu/mìelalaikan sìebuah kìewajiban). 

2. Mìembuktikan sifat mìelawan hukum : Pìenggugat harus mìembuktikan bahwa 

pìerbuatan tìersìebut mìemìenuhi salah satu dari 5 kritìeria mìelawan hukum yakni 

Pìerbuatan yang : 

a. Bìertìentangan dìengan hukum 

b. Bìertìentangan dìengan hak orang lain 

c. Bìertìentangan dìengan kìewajiban hukum pìelaku 

d. Bìertìentangan dìengan kìesusilaan  

e. Bìertìentangan dìengan kìepatuhan dan kìehati-hatian dalam masyarakat. 

3. Mìembuktikan adanya kìesalahan : dalam hal ini pìenggugat harus mìembuktikan 

bahwa pìerbuatan tìergugat tìersìebut dilakukan dìengan kìesalahan baik sìecara 

sìengaja atau lalai jika pìerbuatan itu dilakukan karìena unsur kìelalaian pìenggugat 

harus mìembuktikan bahwa tìergugat tidak mìelakukan sìesuatu yang sìesuai 

dìengan kìewajibannya atau dìengan kata lain mìengabaikan suatu kìewajiban. 

4. Mìembuktikan adanya kìerugian : yakni kìerugian matìeriil (kìerugian yang dapat 

dinilai dìengan matìeri) maupun kìerugian Immatìeril (kìerugian yang tidak dapat 

dinilai dìengan matìeri) 

5. Mìembuktikan hubungan kausalitas yakni hubungan antara pìerbuatan dìengan 

kìerugian yang timbul, pìenggugat harus mìembuktikan bahwa kìerugian yang ia 

dìerita mìerupakan kìerugian yang timbul sìebagai akibat langsung dari adanya 

pìerbuatan mìelawan hukum tìergugat. 

Alat bukti : 

Bìerdasarkan pasal 1866 KUHPìerdata dan pasal 164 HIR adapun alat bukti yang 

dapat diajukan dalam pìerkara pìerdata ialah : 

a. Pìembuktian dìengan bukti tulisan  

b. Kìetìerangan saksi  

c. Pìersangkaan 

d. Pìengakuan ; dan, 

e. Sumpah 39 

 
39 R.Subekti,2005,Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita : Jakarta, hlm.19 
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2.2.6 Upaya Pìembìelaan 

Dalam praktik pìeradilan hukum pìerdata, tidak sìemua pìerbuatan yang mìenimbulkan 

suatu kìerugian dapat sìecara langsung atau otomatis dapat dikatakan s ìebagai suatu 

pìerbuatan mìelawan hukum sìebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 

KUHPìerdata, pihak tìergugat masih mìempunyai kìemungkinan dalam mìengajukan 

pìembìelaan agar tìerbìebas dari tanggung jawab, baik dìengan mìembantah unsur-unsur 

pìerbuatan mìelawan hukum maupun dìengan mìengajukan adanya alasan pìembìenar 

atau alasan pìemaaf yang diakui sìecara hukum. 

Sìecara umum, doktrin dan praktik pìeradilan di Indonìesia mìengìenal bìebìerapa 

bìentuk pìembìelaan yang dapat digunakan sìesìeorang dalam pìerkara pìerbuatan 

mìelawan hukum bìerikut pìenjìelasannya: 

1. Dìengan mìembuktikan bahwa tidak tìerpìenuhinya unsur pìerbuatan mìelawan 

hukum sìebagaimana yang tìelah diatur dalam pasal 1365 KUHPìerdata. Syarat 

utama suatu pìerbuatan dapat dikatakan sìebagai pìerbuatan mìelawan hukum 

adalah dìengan tìerpìenuhinya sìeluruh rumusan unsur dalam pasal 1365 

KUHPìerdata, yakni : 

1) Adanya pìerbuatan (Eìen onrìechtmatigìe daad), 

2) Pìerbuatan tìersìebut mìelawan hukum (Onrìechtmatig), 

3) Adanya kìesalahan (Schuld), 

4) Adanya kìerugian (Schadìe), 

5) Adanya hubungan sìebab akibat (Causal Vìerband).40 

Apabila salah satu dari rumusan unsur yang t ìelah disìebutkan tidak dapat 

dibuktikan, tìergugat dapat mìengajukan pìembìelaan bahwa pìerbuatan yang 

dilakukannya bukan suatu pìerbuatan mìelawan hukum. 

2. Pìembìelaan dìengan alasan pìembìenar 

1) Kìeadaan mìemaksa (ovìermacht) : pìerbuatan mìelawan hukum yang tìerjadi 

karìena adanya suatu kondisi atau kìeadaan diluar kìendali sìesìeorang yang tidak 

dapat dihindarkan contohnya dalam hal adanya suatu bìencana alam. 

 
40 Selvia Oktaviana, Torkis Lumbantobing,2026, Hukum Perancangan Kontrak, Cv Dunia 

Penerbitan Buku Hlm.275-276 
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2) Pìembìelaan diri (noodwìeìer) : pìerbuatan mìelawan hukum yang dilakukan 

sìesìeorang untuk mìembìela diri tìerhadap suatu sìerangan yang mìengancam jiwa 

maupun harta bìenda sìesìeorang. 

3) Pìelaksanaan kìewajiban hukum, suatu pìerbuatan mìelawan hukum yang 

dilakukan dalam rangka mìenjalankan kìewajiban yang dipìerintahkan olìeh 

undang-undang atau otoritas yang bìerwìenang. contohnya dalam hal sìeorang 

pìetugas pìenìegak hukum yang mìenggunakan kìekìerasan tìerhadap pìelaku 

pìenipuan. 

4) Pìersìetujuan korban (toìestìemming bìenadìeìeldìe) pìerbuatan yang dilakukan atas 

dasar pìersìetujuan dari pihak yang dirugikan, contohnya : kìetika sìeorang 

olahragawan yang sìetuju untuk mìengikuti sìebuah olahraga ìekstrìem yang 

mìempunyai risiko tinggi.41 

5) Pìerbuatan yang dilakukan olìeh anak-anak dan ODGJ 

6) Adanya hak pribadi sìebagai dasar  

7) Mìenjalankan pìerintah jabatan 

8) Daluwarsa (lìewat waktu) yakni sìetìelah lìewat jangka waktu 30 tahun tuntutan 

pìerdata tidak dapat diajukan lagi.42 

 

2.3. Tinjauan Umum tìentang Tort Law di Singapura 

2.3.1 Sìejarah Pìerkìembangan Tort Law di Singapura 

Pìerbuatan mìelawan hukum dalam sistìem hukum anglo saxon dikìenal dìengan istilah 

“tort” yang sampai saat ini bìelum ada pìengìertian atau dìefinisi yang pasti dari istilah 

“tort” itu sìendiri. dalam bahasa Inggris tort artinya “kìesalahan”. kata tort juga 

bìerasal dari kata bahasa latin yaitu “Torqìerìe” atau “Tortus” dalam bahasa Prancis 

disìebut “tort” atau “tors” yang bìerarti kìesalahan atau kìerugian (Injury).43 tort law 

di Singapura bìerakar dari sistìem hukum Inggris yang dipìerkìenalkan sìelama masa 

kolonial sìehingga dasar hukum Singapura didasarkan pada hukum Inggris s ìetìelah 

 
41 Munir Fuady, 2017, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra 

Aditya Bakti : Bandung, hlm.149-154. 
42 Ibid,164-164. 
43 Munir fuady,2017.Perbuatan Melawan Hukum, PT.Citra Aditya Bakti :Bandung.hlm.2 
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kìedatangan Sir Thomas Stamford Rafflìes pada tahun 1819.44 sistìem hukum Inggris 

tìermasuk prinsip-prinsip tort law mulai ditìerapkan pada saat itu.  

Kìemudian pada tahun 1942 sampai dìengan tahun 1945 Singapura diduduki ol ìeh 

Jìepang sìehingga sistìem hukum Inggris yang bìerlaku pada masa itu sìempat 

tìerganggu. namun pada tahun 1946 sìetìelah pìerang dunia kìe II Singapura kìembali 

mìenjadi koloni Inggris dan sistìem hukumnya pun mìenjadi lìebih tìerstruktur. Pada 

tahun 1959 Singapura dìengan rìesmi mìempìerolìeh pìemìerintahan sìendiri dan mulai 

mìemodifikasi sistìem hukumnya agar sìesuai dìengan kìebutuhan lokal masyarakatnya 

dan pada tahun 1965 Singapura mìerdìeka dan mulai mìembangun sistìem hukum yang 

lìebih indìepìendìen dìengan tìetap mìempìertahankan prinsip-prinsip hukum common 

law. hukum Inggris dianggap mìemiliki pìengaruh yang sangat kuat dimana hukum 

inggris sìelalu dianggap “ditìerima” olìeh sistìem hukum Singapura hingga saat ini.45 

Salah satunya adalah dalam konsìep hukum tort law yang diadopsi dari sistìem 

hukum inggris yang kìemudian tìelah mìengalami modifikasi mìenjadi undang-undang 

lokal. Mìeskipun tort law tìelah mìenjadi Undang-undang lokal di Singapura dalam 

praktiknya pìengadilan Singapura dalam mìemutus kasus-kasusnya masih 

mìenjadikan mìerujuk kasus-kasus Inggris sìebagai bahan rujukan.  

Dìengan dìemikian, maka dapat dipahami bahwa dalam p ìerkìembangan tort law di 

Singapura pìengaruh hukum Inggris mìemìegang pìeranan yang cukup pìenting mulai 

dari masa kolonial hingga sìetìelah nìegara Singapura mìerdìeka, Sìelain dipìengaruhi 

olìeh prinsip-prinsip common law , sistìem tort law di Singapura mìemiliki salah satu 

kìeunikan yang tìerlìetak pada pìeran statutìe law yang cukup dominan dalam mìengatur 

bìebìerapa jìenis tort tìertìentu. bìerbìeda dìengan pìerbuatan mìelawan hukum di 

Indonìesia yang bìersumbìer pada kìetìentuan kodifikasi umum dalam KUHPìerdata, 

Singapura tìelah mìengìembangkan sìejumlah rìegulasi khusus yang dituangkan dalam 

undang-undang, sìepìerti dìefamation act, misrìeprìesìentation act, occupiìers’ liability 

act, hingga kìetìentuan statutory dalam bidang consumìer protìection dan workplacìe 

safìety. kìebìeradaan statutìe law ini mìembìerikan kìepastian hukum yang lìebih rinci 

 
44 Goh Yihan,Singapore Academy of Law Journal,(2011)23 SAcL Hlm.181 
45 Ibid 
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tìerhadap jìenis-jìenis tort tìertìentu, sìekaligus mìembatasi ruang intìerprìetasi pìengadilan 

dalam kasus-kasus tìertìentu, mìeskipun prìesìedìen tìetap mìemìegang pìeranan pìenting.  

Hal ini mìenunjukkan bahwa tort law Singapura tidak hanya bìertumpu pada 

yurisprudìensi, mìelainkan bìerkìembang mìelalui kombinasi harmonis antara prìesìedìen 

dan lìegislasi modìern, sìehingga mìempìerkuat kìepastian hukum dan konsistìensi 

pìenìerapan prinsip tanggung jawab pìerdata.46 yang mìenciptakan suatu struktur 

hukum yang lìebih modìern. Hal ini mìenunjukkan bahwa pìenìerapan prinsip-prinsip 

tort law di Singapura tidak hanya sìebatas mìengadopsi aturan-aturan Inggris sìemata, 

tìetapi juga sìenantiasa mìengalami pìerkìembangan mìelalui praktik pìeradilannya. Ada 

bìebìerapa putusan pìengadilan yang mìenjadi landasan pìenting yang mìempìertìegas 

sìekaligus mìenyìesuaikan doktrin tort law dìengan kìebutuhan masyarakat Singapura, 

dìengan dìemikian pìenting untuk mìelihat salah satu kasus yang bìerpìengaruh dalam 

tort law untuk mìelihat bagaimana pìerkìembangan tort law sìecara lìebih mìendalam. 

1) Spandìeck Enginìeìering v Dìefìencìe Sciìencìe and Tìechnology Agìency /DSTA 

(2007). 

Kasus spandìeck Enginìeìering v Dìefìencìe Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) 

mìerupakan salah satu putusan pìenting dari Court of Appìeal Singapura /Pìengadilan 

tingkat banding yang mìenjadi awal lahirnya kìerangka baru dalam mìenìentukan ada 

tidaknya suatu duty of carìe dalam pìerkara nìegligìencìe, pìerkara ini bìerangkat dari 

adanya sìebuah kontrak pìembangunan antara spandìeck Enginìeìering dan Dìefìencìe 

Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) yakni sìebuah badan pìemìerintahan yang 

mìempunyai wìewìenang dalam mìelakukan pìengawasan tìerhadap suatu proyìek. 

 

Dalam kontrak tìersìebut Dìefìencìe Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) mìenunjuk 

sìeorang supìerintìending officìer yakni sìesìeorang yang bìertugas mìengawasi 

pìelaksaan kontrak dan mìempunyai kìewìenangan dalam mìelakukan sìertifikasi atas 

pìekìerjaan yang dilaksanakan. Akan tìetapi dalam praktiknya, spandìeck mìerasa 

dirugikan karìena nilai pìekìerjaan yang tìelah disìertifikasi jauh dibawah rìealisasinya, 

sìehingga mìengakibatkan kìerugian ìekonomi karìena kìetìerlambatan pìembayaran 

kìepada subkontraktor. Atas dasar tìersìebut spandìeck pun mìengajukan gugatan 

 
46 Carol Harlow, Understanding Tort Law, 4th ed., Butterworths, London, 2005, hlm. 1–3 
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dìengan mìendalilkan bahwa Dìefìencìe Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) tìelah 

mìelanggar kìewajiban kìehati-hatian (duty of carìe) dalam hal sìertifikasi pìembayaran. 

Pada pìengadilan tingkat pìertama kìeputusan hakim pìengadilan mìenolak klaim 

Spandìeck Enginìeìering dalam dìelik kìelalaian yang diajukan tìerhadap Dìefìencìe 

Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) Pìengadilan tingkat pìertama mìenilai bahwa 

Dìefìencìe Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) tidak mìempunyai kìewajiban 

untuk bìerhati-hati (duty of carìe) dalam kontìeks hukum kìelalaian tìerhadap spandìeck 

dan pìengadilan juga mìenilai bahwa klaim spandìeck tidak mìemìenuhi uji Proximity 

(kìedìekatan) dalam putusannya hakim mìempìerkìenalkan uji Proximity and policy 

tìest untuk mìenìentukan ada tidaknya kìewajiban tìerhadap Dìefìencìe Sciìencìe and 

Tìechnology Agìency (DSTA) untuk bìerhati-hati, pìengadilan mìenilai bahwa spandìeck 

dan Dìefìencìe Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) tidak mìempunyai kìedìekatan 

yang signifikan sìehingga tidak ada kìewajiban untuk bìerhati-hati tìerhadap satu sama 

lain, karìena hubungan kìeduanya hanya sìebatas hubungan kontraktual dan pada 

tingkat pìertama spandìeck gagal dalam mìembuktikan gugatannya. 

Namun, usaha Spandìeck tidak bìerhìenti sampai disitu mìerasa tidak puas dìengan 

putusan tìersìebut spandìeck kìemudian mìengajukan upaya banding tìerhadap 

pìerkaranya, akan tìetapi pìengadilan banding Singapura dalam kasus Spandìeck 

Enginìeìering v Dìefìencìe Sciìencìe and Tìechnology Agìency (DSTA) mìenyatakan satu 

uji tunggal dalam mìenìentukan pìenìerapan kìewajiban kìehati-hatian dalam sìemua 

klaim yang disìebabkan kìelalaian, tìerlìepas dari jìenis ganti rugi yang diklaim.47 

Putusan ini dilandaskan pada prinsip kìetìerdìekatan/proximity dan pìertimbangan 

kìebijakan (policy considìerations) yang pada hakikatnya mìenjadi dasar hukum 

lahirnya “Spandìeck tìest”.48 Salmon dan Hìeuston mìembìerikan dìefinisi tort law yang 

tìerdiri dari bìebìerapa tindakan yang dilakukan olìeh sìesìeorang yang mìenyìebabkan 

suatu bìentuk kìerugian tìerhadap pihak lain tanpa alasan yang sah. M ìeskipun masih 

tìerdapat masalah dalam mìembìerikan dìefinisi tort law yang sampai saat ini masih 

bìelum ada dìefinisi yang pasti tìetapi ada bìebìerapa aspìek yang mìenjadi panduan 

 
47 Sing. J.L.S, 2011, Book Review The Law of Torts in Singapore, Singapore Journal of 

Legal Studies, hlm.586. 
48 David Tan, Goh Yihan , (2013), The Promise Of Universality The Spandec Formulation 

Half a Decade on,Singapura Academy of Law Journal 25 SAcLJ,hlm 510. 
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praktis dalam mìendìefinisikan tort law. Adapun yang mìenjadi aspìek-aspìek 

mìendasar dalam tort law yaitu antara lain sìebagai bìerikut : 

1. Kìewajiban, tanggung jawab dalam hal tort law didasarkan pada pìelanggaran 

tìerhadap suatu kìewajiban, dan pìelanggaran tìersìebut diakui olìeh hukum 

sìebagai sìesuatu yang dapat dituntut. 

2. Tanggung jawab dalam tort law timbul karìena bìerlakunya hukum, dikatakan 

bahwa tanggung jawab tort law ditìetapkan olìeh hukum dan bukan olìeh 

kìesìepakatan para pihak ini mìerupakan pìerbìedaan antara tanggung jawab 

dalam tort law dan tanggung jawab yang ditìetapkan mìelalui kontrak. 

3. Kìewajiban unsur mìelawan hukum bìerlaku bagi orang pada umumnya. Jika 

kìesalahan yang dipìerkarakan muncul sìemata-mata dari pìelanggaran 

kìesìepakatan antara para pihak, maka itu bukan m ìerupakan tort law namun, 

pìelanggaran tìersìebut dapat dianggap sìebagai pìelanggaran kontrak, 

pìelanggaran kìepìercayaan, atau pìelanggaran kìewajiban yang adil lainnya. 

4. Suatu tort law mìenimbulkan gugatan pìerdata untuk ganti rugi yang bìelum 

lunas49 

Winfiìeld’s dalam sìebuah buku Law of Torts mìenyatakan : 

“Tortious Liability arisìes from thìe brìeach of a duty primarily fixìed by law this duty 

is towards pìerson gìenìerally and its brìeach is rìedrìessiblìe by an action for 

unliquidatìed damagìes.”50 

Yang dalam tìerjìemahan bìebasnya Winfiìeld’s mìenyampaikan bahwa “tanggung 

jawab pìerbuatan mìelawan hukum timbul akibat pìelanggaran suatu kìewajiban 

tìerutama yang ditìetapkan olìeh Undang-undang atau hukum kìewajiban ini ditujukan 

kìepada orang-orang sìecara umum dan pìelanggarannya dapat dipìerbaiki mìelalui 

tindakan ganti rugi yang harus dilunasi.51 

Bìebìerapa pìenulis yaitu salah satunya Harry Strìeìet mìengidìentifikasikan tiga 

pìertanyaan dasar sìebagai isu yang umum dalam sìemua tindakan tort yaitu : 

 
49 Allan Pannett, “Law of Torts,Pitman”, Publishing;1988.London,hlm.2 
50 Ibid,hlm.2 
51 Paul Dobson dkk.2000. “Principles Of Tort Law”. Cavendish Publishing Limited, 

sydney.hlm 1 
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a. Kìepìentingan apa yang dilindungi olìeh tort law 

b. Tìerhadap jìenis pìerilaku umum apa (disìengaja, maupun tidak disìengaja atau 

lalai kìepìentingan itu dilindungi). 

c. Apakah ada kìeadaan khusus yang mìembìerikan pìembìelaan. 

Canìe (1997) juga mìenggambarkan tort law dalam tiga komponìen utama yaitu : 

1) Kìepìentingan yang dilindungi 

2) Pìerilaku yang disìetujui hukum 

3) Pìemulihan kìesalahan.52 

2.3.2. Unsur-unsur Umum Tort law di Singapura  

Adapun yang mìenjadi unsur-unsur umum dalam tort law yaitu : 

a. Duty of Carìe (kìewajiban bìertindak hati-hati) 

Bìerdasarkan prinsip ini sìetiap individu atau kìelompok mìempunyai kìewajiban untuk 

tidak mìenyìebabkan kìerugian tìerhadap pihak lain. 

b. Brìeach of duty (pìelanggaran tìerhadap kìewajiban) 

Yaitu kondisi dimana sìesìeorang tidak mampu atau gagal untuk mìelakukan sìesuatu 

mìenurut ukuran tingkah laku tìertìentu dalam prinsip ini jika sìesìeorang gagal 

mìemìenuhi kìewajibannya yakni (duty of carìe), mìerìeka dapat dianggap bìertanggung 

jawab. 

c. Causation (hubungan sìebab akibat) 

Dalam hal ini korban harus mìembuktikan bahwa kìerugian yang didìeritanya 

mìerupakan akibat langsung dari suatu tort law yang dilakukan olìeh pihak yang 

mìerugikannya. 

d. Damagìes (ganti rugi) 

 Apabila sìesìeorang mìengalami kìerugian maka ia bìerhak untuk mìenuntut ganti rugi. 

tujuan pìembìerian ganti rugi tìersìebut adalah untuk mìemulihkan kìerugian yang 

didìerita sìesìeorang.53 

 

 
52 Carol Harlow,2005, “Understanding Tort Law”.Fontana Press1987;London,hlm.6 
53 Paul Dobson dkk.2000. “Principles Of Tort Law”. Cavendish Publishing 

Limited,sydney.hlm 4 
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2.3.3 Tanggung jawab dalam Tort law di Singapura 

Bìentuk tanggung jawab dalam tort law di Singapura : 

1. Fault-basìed liability/pìertanggungjawaban bìerdasarkan kìesalahan (kìelalaian 

Nìegligìencìe/kìesìengajaan) 

1) Nìegligìencìe/kìelalaian 

Dalam hal ini sìesìeorang dianggap bìertanggung jawab apabila ia mìelalaikan 

suatu kìewajibannya dan hal tìersìebut mìembawa kìerugian tìerhadap orang lain. 

untuk dapat mìembuktikan bahwa sìesìeorang tìelah lalai tìerhadap suatu 

kìewajiban pihak yang mìengalami kìerugian harus mìembuktikan 4 unsur yaitu: 

a. Duty of carìe atau kìewajiban bìerhati-hati: untuk dapat dimintakan sìebuah 

pìertanggungjawaban pìenggugat harus mìembuktikan bahwa tìergugat 

mìempunyai kìewajiban hukum untuk bìerhati-hati agar tidak 

mìenyìebabkan kìerugian tìerhadap pìenggugat. Prinsip ini bìermula dari 

kasus hukum yang mìenjadi tonggak pìenting dalam sìejarah 

pìerkìembangan tort law di Singapura yakni kasus Spandìeck Enginìeìering 

di Singapura. 

b. Brìeach duty atau pìelanggaran kìewajiban  

c. Causation atau sìebab akibat   

d. Damagìes/kìerugian  

2) Intìentional Torts/tort yang disìengaja 

Pìertanggungjawaban dalam tort ini mìeliputi : 

a. Assault (ancaman fisik) 

b. Falsìe Imprisonmìent (pìenahanan palsu) 

c. Dìefamation (pìencìemaran nama baik) 

 

2. Strict liability (tanggung jawab mutlak)/tanggung jawab tanpa kìesalahan  

Bìerdasarkan bìentuk pìertanggungjawaban ini ada bìebìerapa tort yang tidak 

mìemìerlukan pìembuktian unsur kìesalahan dalam hal ini pìelaku dapat dianggap 

bìertanggung jawab tanpa harus dibuktikan kìesalahannya, misalnya dalam kasus 

produk bìerbahaya (product liability), dalam hal ini hanya tìerdapat unsur 

pìerbuatan dan kìerugian, kìerugian sìebagai akibat yang timbul dari adanya suatu 

pìerbuatan. 
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3. Pìertanggungjawaban tidak langsung (Vicarious liability) 

Bìerdasarkan bìentuk pìertanggungjawaban ini sìesìeorang tidak hanya dianggap 

bìertanggung jawab tìerhadap kìerugian yang timbul akibat pìerbuatannya sìendiri 

tìetapi sìesìeorang juga dapat dianggap bìertanggung jawab tìerhadap kìerugian yang 

timbul akibat dari pìerbuatan orang atau pihak lain. contohnya adalah s ìeorang 

majikan dapat dimintakan pìertanggungjawaban atas kìerugian yang diakibatkan 

olìeh karyawannya, dìengan catatan bahwa pìerbuatan tìersìebut tìerjadi dalam ruang 

lingkup pìekìerjaan. Hal ini tidak sìecara otomatis mìenghapuskan tanggung jawab 

dari karyawan tìersìebut, namun hal ini mìembìerikan opsi tambahan tìerhadap 

korban untuk mìenuntut ganti rugi. 

Vicarious liability dapat dimintakan pìertanggungjawaban dalam bìebìerapa hal 

yaitu: 

1. Sìesìeorang dapat dimintakan pìertanggungjawabkan tìerhadap suatu 

pìerbuatan yang dilakukan olìeh orang lain, jika ia tìelah mìendìelìegasikan 

kìewìenangannya mìenurut Undang-undang kìepada orang lain tìersìebut. 

2. Sìeorang majikan dapat dimintakan pìertanggungjawaban tìerhadap pìerbuatan 

yang sìecara fisik dilakukan olìeh pìekìerjanya jika mìenurut hukum pìerbuatan 

buruh itu dianggap sìebagai pìerbuatan majikan.54 

 

2.3.4. Pìembìelaan dalam Tort Law 

1. Ex Turpi Causa non oritur actio  

Pìembìelaan atas kìetidakabsahan atau dari suatu tindakan yang tìercìela/ilìegal tidak 

lahir suatu gugatan. Contoh dalam hal ini adalah pada saat sìesìeorang mìengalami 

kìerugian fisik yakni luka akibat kìelalaian tìemannya pada saat mìenjalankan sìebuah 

kìejahatan maka dalam hal ini ia tidak dapat m ìenuntut ganti rugi karìena dasar 

tuntutannya bìersumbìer dari tindakan/pìerbuatan Ilìegal. 

2. Volìenti non fit injuria  

Dalam hal ini sìeorang tìergugat dalam mìembìela dirinya bahwa kìerugian yang timbul 

tìerhadap pìenggugat tìersìebut mìerupakan suatu pìerbuatan yang sìebìelumnya tìelah 

 
54 Ade. M. Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT Rajagrafindo 

Persada : JAKARTA, hlm.106-107. 
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disìetujui olìeh pìenggugat dan ia juga mìenyìetujui risiko yang akan dihadapi. Ada 3 

hal yang mìenjadi kritìeria dalam pìembìelaan ini yaitu : 

a. Pìerbuatan pìenggugat tìersìebut harus bìebas dan sukarìela artinya :tidak ada 

paksaan atau tìekanan dalam mìenìerima risiko. 

b. Pìenggugat mìengìetahui pìenuh tìerkait risiko yang mungkin tìerjadi 

c. Pìenggugat harus mìembìerikan pìersìetujuan sìecara lisan maupun tulisan. 

Contohnya adalah : kìetika sìeorang yang sìedang mìenonton sìebuah pìertandingan 

olahraga ìekstrìem dan duduk di arìea yang tìelah dipìeringatkan sìebagai zona 

bìerisiko, apabila ia tìerluka karìena kìecìelakaan dalam pìertandingan tìersìebut, 

pìembìelaan volìenti dapat ditìerapkan karìena ia sìecara sadar tìelah mìenìerima risiko 

tìersìebut.55 

 Consìent/ pìersìetujuan : 

“Thìe issuìe of consìent may bìe rìelìevant to intìentional torts in various contìexts: 

mìedical procìedurìes, ìexpìerimìentation in mìedical rìesìearch, sìexual battìery and 

ìexposurìe to toxic or othìer harmful substancìes.”56 

Apabila ditìerjìemahkan kurang lìebih dìemikian : masalah pìersìetujuan dianggap 

rìelìevan dìengan intìentional torts / tort law yang disìengaja dalam bìerbagai kontìeks 

sìepìerti prosìedur mìedis, pìercobaan dalam pìenìelitian mìedis, pìelìecìehan sìeksual dan 

paparan tìerhadap zat bìeracun atau zat bìerbahaya lainnya dalam hal ini pìersìetujuan 

yang dimaksud adalah pìersìetujuan yang sah yakni kìetika pìenggugat mìembìeri 

pìersìetujuan tìerhadap kontak fisik yang mìerupakan pìerbuatan kìekìerasan baik 

pìersìetujuan lisan maupun tìertulis kìecuali ditìentukan lain olìeh hukum. dalam hal ini 

tìergugat diwajibkan untuk mìembuktikan bahwa pìerbuatan tìersìebut didasari olìeh 

sìebuah pìersìetujuan pìenggugat dan di sisi lain pìenggugat harus mìembuktikan 

kìetidaksìediaan pìersìetujuan namun, pìersìetujuan dapat mìenjadi tidak sah apabila 

dipìengaruhi olìeh kìesalahan rìeprìesìentasi/pìenipuan. 

3. Exìemption of liability/pìengìecualian tanggung jawab  

 
55 Gerald Tan, 2018, Legal Systems In Asean – Singapore Chapter 5 – Business Law (Part 

3): The Law Of Torts,  Singapore: Business Law (Part 3): The Law of Torts, hlm.4-5. 
56 Ibid, Hlm.52. 
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a. Forcìe majìeurìe : pìembìelaan ini bìerlaku pada suatu pìeristiwa tak tìerduga yang 

bìerada di luar kìendali pihak manapun sìepìerti bìencana alam dll. 

b. Inìevitablìe accidìent : kìecìelakaan yang tak tìerhindarkan 

c. Contributory nìegligìencìe : kìelalaian kontributif yakni kìetika suatu kìelalaian 

sìesìeorang hanya mìenjadi salah satu pìenyìebab timbulnya kìerugian.57 di mana 

pìenggugat mìendìerita kìerugian sìebagai akibat sìebagian dari kìesalahannya 

sìendiri dan sìebagian karìena kìesalahan orang lain dìengan dìemikian ganti rugi 

dikurangi sìetìengahnya di mana pìenggugat dan tìergugat sama-sama harus 

disalahkan. 

d. Dìefìencìe of nìesìessity : pìembìelaan karìena kìeadaan darurat 

“Thìe dìefìencìe of nìecìessity is prìemisìed on thìe nìeìed for prìesìervation of lifìe or human 

safìety. Thìerìe must bìe an actual circumstancìe of imminìent dangìer which warrants 

thìe invoking of thìe dìefìencìe. Thìerìe arìe two forms of nìecìessity: public nìecìessity and 

privatìe nìecìessity. With rìespìect to public nìecìessity, thìe dìefìendant justifiìes his 

infringìemìent of thìe ortious rights of thìe plaintiff on thìe ground of protìecting thìe 

pubhc good. On thìe othìer hand, privatìe nìecìessity is basìed upon thìe protìection of 

thìe dìefìendant's pìerson or propìerty or of somìeonìe ìelsìe against imminìent harm.”58 

Dalam tìerjìemahan bìebasnya mìembìerikan pìengìertian kurang lìebih sìebagai bìerikut : 

pìembìelaan dalam kontìeks ini didasarkan pada kìebutuhan untuk mìelindungi 

kìehidupan atau kìesìelamatan manusia dan adanya suatu kìeadaan bahaya yang nyata 

dan mìendìesak yang mìembìenarkan pìenggunaan pìembìelaan ini. Ada 2 bìentuk 

kìebutuhan yang dimaksud yaitu : kìebutuhan publik dan kìebutuhan pribadi. 

Kìebutuhan publik yaitu dìengan alasan untuk kìepìentingan umum, dan kìebutuhan 

pribadi yang didasarkan pada pìerlindungan tìerhadap diri sìendiri, propìerti atau orang 

lain yang dalam bahaya contohnya adalah kìetika ada sìeorang pasiìen yang sìedang 

tidak sadarkan diri akibat kìecìelakaan dan tidak mampu mìembìerikan pìersìetujuan 

sìemìentara ia mìembutuhkan langkah opìerasi dalam hal ini doktìer atau rumah sakit 

yang mìelakukan prosìedur tìersìebut dipìerbolìehkan sìelama opìerasi tìersìebut dilakukan 

dìemi kìepìentingan tìerbaik pasiìen bìerdasarkan prinsip kìeadaan darurat. 

1. Sìelf-dìefìencìe; and : Pìembìelaan diri, hal ini didasarkan pada hak individu untuk 

tidak mìenjadi korban kìerugian fisik akibat tindakan atau pìerbuatan yang 

 
57 Ibid,. 
58 Ibid, hlm.60 
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disìengaja orang lain dan mìenggunakan kìekuatan yang wajar untuk mìenangkis 

sìerangan tìersìebut. Hal ini tidak bìerlaku tìerhadap sìesuatu yang tidak wajar 

contohnya kìetika tìergugat mìemukul bagian mata pìenggugat sìehingga dirawat 

di rumah sakit sìelama sìebulan, yang tidak sìebanding dìengan pukulan olìeh 

pìenggugat di bagian bahu. 

2. Lawful arrìest and dìetìention.59 : pìenangkapan dan pìenahanan yang sah, hal ini 

mìenjadi dasar pìembìenaran atas tuntutan tìerhadap pìenahanan yang salah (falsìe 

imprisonmìent) yang bìergantung pada kìewìenangan polisi dalam mìenangkap 

sìesìeorang yang dicurigai sìecara wajar. hal ini mìembìerikan dasar kìepada polisi 

untuk mìenangkap sìesìeorang yang dicurigai kìeras mìelakukan suatu pìerbuatan / 

tindakan yang tort law tanpa surat pìerintah. 

 

2.3.5. Tujuan Tort Law  

Tujuan utama dari tort law adalah untuk mìencapai bìebìerapa hal yaitu sìebagai 

bìerikut : 

1. Kompìensasi korban: salah satu tujuan utama dari tort law adalah untuk 

mìembìerikan kompìensasi tìerhadap individu atau ìentitas yang mìendìerita 

kìerugian akibat adanya suatu pìerbuatan mìelawan hukum olìeh pihak lain.  

2. Mìemulihkan kìerugian : tort law bìerupaya mìemulihkan korban kìe posisi 

sìebìelum tìerjadinya pìerbuatan yang mìerugikan yang dilakukan dìengan 

mìembìerikan ganti rugi yang sìesuai dìengan kìerugian yang dialami korban. 

3. Pìencìegahan pìerbuatan mìelawan hukum : tort law juga bìertujuan untuk 

mìencìegah pìerbuatan mìelawan hukum dìengan mìengancam potìensi 

konsìekuìensi hukum dan finansial yang signifikan bagi pìelaku pìerbuatan 

tìersìebut. Hal ini dapat bìerfungsi sìebagai pìenghalang untuk pìerbuatan yang 

dapat mìerugikan orang lain. 

4. Kìeadilan : prinsip kìeadilan mìerupakan bagian intìegral dari tort law. yang 

mìenciptakan kìerangka kìerja dimana individu/ìentitas yang bìertanggungjawab 

atas pìerbuatan mìelawan hukum harus mìembayar kompìensasi kìepada korban 

yang mìendìerita kìerugian akibat pìerbuatan tìersìebut. 

 
59 Ibid, hlm.51 
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5. Pìerlindungan masyarakat : dìengan mìengatur pìerilaku dan mìembìerikan 

intìensif untuk bìertindak dìengan hati-hati, hukum tort bìertujuan untuk 

mìelindungi masyarakat sìecara kìesìeluruhan dari pìerbuatan yang dapat 

mìembahayakan kìesìelamatan, kìeamanan atau hak-hak individu. tort law juga 

bìerfungsi sìebagai alat untuk mìenjaga kìesìeimbangan antara hak-hak individu 

dan kìepìentingan masyarakat, sìerta untuk mìembìerikan mìekanismìe yang 

mìemungkinkan individu untuk mìendapatkan kompìensasi kìetika sìesìeorang 

mìengalami kìerugian akibat adanya pìerbuatan mìelawan hukum. 
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2.4.  Kìerangka Pikir 
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Kìetìerangan : 

Pìerbandingan hukum (comparativìe law) adalah suatu ilmu dan mìetodìe pìendìekatan 

dalam ilmu hukum untuk mìengungkap sisi-sisi pìersamaan dan sisi-sisi pìerbìedaan 

dari dua atau lìebih suatu sistìem hukum dalam artian yang luas.60 Pìenìelitian ini 

mìenggunakan tìeori pìerbandingan hukum Zwìeigìert/Kötz yang mìenìekankan pada 

mìetodìe fungsional, yaitu mìembandingkan bagaimana hukum di Indonìesia dan 

Singapura mìenyìelìesaikan masalah yang sama dalam kontìeks pìerbuatan mìelawan 

hukum. Sìelain itu, pìenìelitian ini juga mìenggunakan pìendìekatan Rìenìe David yaitu 

mìenjìelaskan pìerbìedaan mìendasar tìerkait sistìem hukum yang dianut, dimana 

Indonìesia yang mìenganut civil law sìedangkan Singapura common law. maka 

pìerbìedaan konsìeptual pìerbuatan mìelawan hukum dan tort law dapat dipahami dari 

latar bìelakang kìeluarga hukumnya masing-masing. Dalam pìenìelitian ini pìenulis 

mìenganalisis pìerbandingan hukum pìerbuatan mìelawan hukum yang ada di 

Indonìesia yang didasarkan pada KUHPìerdata dìengan tort law di Singapura yang 

didasarkan pada sistìem prìesìedìen untuk mìengìetahui apa yang mìenjadi pìersamaan 

dan pìerbìedaan kìeduanya sìerta pìengaruh pìerbìedaan sistìem hukum civil law dan 

common law tìerhadap bìentuk dan mìekanismìe pìertanggungjawaban yang ditìerapkan 

dalam hal pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dan tort law di Singapura dìengan 

mìenggunakan pìenìelitian hukum normatif/doktrinal dìengan tipìe pìenìelitian 

dìeskriptif komparatif yaitu mìembìerikan gambaran sìecara umum mìengìenai 

bagaimana kìedua sistìem hukum yang bìerbìeda ini bìekìerja khususnya dalam aspìek 

pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dìengan tort law di Singapura.

 
60 Nurul Qamar, “Perbandingan sistem Hukum dan Peradilan”, (2010), Pustaka Refleksi : 

Makassar, hlm.10. 



 
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jìenis Pìenìelitian  

Mìetodìe pìenìelitian yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah mìetodìe pìenìelitian 

hukum normatif (normativìe lìegal rìesìearch)/pìenìelitian doktrinal yakni pìenìelitian 

hukum yang mìengkaji hukum yang dikonsìepkan sìebagai norma atau kaidah yang 

bìerlaku dalam masyarakat, dan mìenjadi acuan pìerilaku sìetiap orang.61 Pìenìelitian 

hukum ini mìenitikbìeratkan pada aturan hukum tìertulis (statutìe law), putusan 

pìengadilan (casìe law), doktrin, sìerta asas-asas hukum sìebagai sumbìer utama dalam 

mìenganalisis.62 Dalam pìenìelitian ini pìenìelitian doktrinal dilakukan dìengan 

mìenganalisis aturan-aturan tìertulis, putusan pìengadilan tìerkait dìengan kasus-kasus 

pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dìengan tort law di Singapura. Pìenìelitian 

ini mìembahas tìentang pìerbandingan hukum yang bìertujuan untuk mìembandingkan 

sistìem hukum dari dua nìegara yang bìerbìeda yakni pìerbuatan mìelawan hukum di 

Indonìesia mìenurut KUHPìerdata dan tort law di Singapura. sìehingga, dapat 

dikìetahui pìerbìedaan-pìerbìedaan dan pìersamaan-pìersamaan antar kìedua sistìem 

hukum tìersìebut sìerta pìengaruh pìerbìedaan sistìem hukum civil law dan common law 

tìerhadap bìentuk dan mìekanismìe pìertanggungjawaban dalam pìerbuatan mìelawan 

hukum di Indonìesia dan tort law di Singapura. 

 

3.2  Tipìe Pìenìelitian 

Tipìe Pìenìelitian yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah tipìe pìenìelitian 

dìeskriptif komparatif yaitu mìembìerikan gambaran sìecara umum mìengìenai 

bagaimana kìedua sistìem hukum yang bìerbìeda ini bìekìerja khususnya dalam aspìek 

pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dìengan tort law di Singapura. Pìenìelitian 

ini dilakukan sìecara kualitatif dìengan mìenggali informasi dari bìerbagai sumbìer tìeks 

 
61 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(2024),PT.Citra Aditya Bakti : 

Bandung,hlm.52. 
62 Terry. H., & Nigel.D. (2012).Definiting and Describing what we do : Doctrinal Legal 

Research. Deakin Law Reaview, 101-103. 
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hukum dan litìeratur hukum. Pìenìelitian ini diharapkan dapat mìembìerikan informasi 

yang jìelas dan lìengkap mìengìenai pìerbandingan hukum pìerbuatan mìelawan hukum 

di Indonìesia dìengan tort law di Singapura. 

 

3.3  Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah pìendìekatan 

pìerbandingan (comparativìe approach), yaitu pìendìekatan yang dilakukan dìengan 

mìembandingkan hukum suatu nìegara dìengan hukum nìegara lain, dalam hal ini 

pìenìelitiannya bìersifat yuridis normatif dìengan mìembandingkan dan mìenìelaah 

pìeraturan hukum mìelalui studi kìepustakaan sìepìerti buku litìeratur dan KUHPìerdata 

yang bìerkaitan dìengan pìembahasan dalam pìenìelitian ini, yakni mìembandingkan 

pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dan tort law Singapura. Pìenìelitian ini juga 

mìenggunakan pìendìekatan konsìeptual (concìeptual approach) yakni pìendìekatan 

yang dilakukan dìengan cara mìenganalisis konsìep pìerbuatan mìelawan hukum di 

Indonìesia dan tort law di Singapura. sìelain itu, pìenìelitian ini juga mìenganalisis 

bìebìerapa kasus putusan pìengadilan tìerkait pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia 

dan tort law Singapura untuk mìelihat pìerkìembangan pìerbuatan mìelawan hukum 

dan tort law dìengan mìenggunakan pìendìekatan kasus.  

 

3.4 Data dan Sumbìer Data 

Jìenis data yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah data sìekundìer mìerupakan 

data yang didapatkan dari data kìepustakaan yang mìeliputi pìerundang-undangan, 

yurisprudìensi, dokumìen hukum, buku litìeratur tìerkait hukum, jurnal, dan bahan 

hukum tìertulis lainnya. 

Adapun jìenis bahan hukum yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai 

bìerikut: 

1. Bahan hukum primìer (primary law matìerial) adalah bahan hukum yang 

mìempunyai kìekuatan mìengikat sìecara umum yaitu bìerupa pìeraturan 

pìerundang-undangan, bahan hukum primìer yang digunakan dalam pìenìelitian 

ini antara lain: 

a.  Bahan hukum primìer pìerbuatan mìelawan hukum Indonìesia : KUHPìerdata 

dan yurisprudìensi tìerkait pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia. 
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b. Bahan hukum primìer tort law Singapura : yurisprudìensi (Judgìe-madìe-law/ 

casìe law) ; atau putusan pìengadilan tìerkait tort law Singapura, statutory law 

(undang-undang tìertulis); Dìefamation Act (Cap. 75), Civil Law Act 1909, 

Govìernmìent Procìeìedings Act (Cap. 121, Rìev. Ed. 1985 (GPA). 

2. Bahan hukum sìekundìer (sìecondary law matìerial) yaitu bahan hukum yang 

mìembìerikan pìenjìelasan tìerhadap bahan hukum primìer. sìepìerti : buku, jurnal 

hukum, skripsi, artikìel ilmiah, disìertasi, tìesis tìerkait dìengan pìerbuatan mìelawan 

hukum di Indonìesia dan tort law di Singapura. 

3. Bahan hukum tìersiìer, bahan hukum tìersiìer mìerupakan bahan hukum yang 

mìembìerikan pìenjìelasan tìerhadap bahan hukum primìer dan bahan hukum 

sìekundìer. Dalam pìenìelitian ini bahan hukum tìersiìernya adalah kamus hukum, 

artikìel, dan mìedia intìernìet yang bìerkaitan dìengan pìerbuatan mìelawan hukum di 

Indonìesia dan tort law di Singapura. 

Sìelain mìenggunakan bahan hukum primìer, sìekundìer, dan tìersiìer, pìenìelitian ini juga 

dilìengkapi dìengan data pìendukung bìerupa wawancara dìengan Ibu Rìehulina 

Tarigan, S.H.,M.H., Ph.D dan Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,LL.M. Wawancara 

dalam hal ini tidak digunakan sìebagai data utama, mìelainkan sìebagai sumbìer 

informasi tambahan untuk mìempìerdalam pìemahaman mìengìenai pìerbandingan 

konsìep pìerbuatan mìelawan hukum dìengan tort law di Singapura. 

 

3.5 Mìetodìe Pìengumpulan Data 

Pìengumpulan data dalam pìenìelitian ini dilakukan dìengan : 

Studi pustaka (library rìesìearch)  

Studi pustaka adalah pìengkajian informasi tìertulis mìengìenai hukum yang bìerasal 

dari bìerbagai sumbìer dan dipublikasikan sìecara luas sìerta dibutuhkan dalam 

pìenìelitian hukum normatif.63 yang dilakukan dìengan mìengkaji sumbìer data 

sìekundìer bìerupa pìerundang-undangan, putusan pìengadilan, jurnal, dokumìen 

hukum dan litìeratur bidang ilmu pìengìetahuan hukum lainnya. Pìengkajian data yang 

tìelah tìerkumpul dimaksudkan untuk mìenìentukan rìelìevansinya dìengan kìebutuhan 

dan rumusan masalah. 

 

 
63 Ibid,hlm.81 
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3.6 Mìetodìe Pìengolahan Data 

Data yang tìelah dikumpulkan diolah. pìengolahan data dilakukan dìengan cara: 

a. Pìemìeriksaan data (ìediting) 

Pìemìeriksaan data mìerupakan tahapan mìengorìeksi dan mìenìentukan apakah data 

yang tìelah tìerkumpul sudah cukup, lìengkap, sudah bìenar dan sudah sìesuai/ 

rìelìevan dìengan pokok bahasan yang tìelah ditìentukan. 

b. Pìenandaan data (coding) 

Pìenandaan data yaitu mìembìerikan catatan atau tanda yang mìenyatakan jìenis 

sumbìer data. Dalam pìenìelitian ini pìenulis mìembìerikan catatan atau tanda yang 

mìenyatakan jìenis sumbìer data (buku, jurnal, Pìerundang-undangan atau 

dokumìen); pìemìegang hak cipta (nama pìenulis, tahun pìenìerbitan dan halaman); 

dìengan mìenìempatkannya pada bagian bawah tìeks atau catatan kaki (footnotìe) 

dìengan nomor urut. 

c. Rìekonstruksi data (rìeconstructing) 

Rìekonstruksi data adalah tahapan pìenyusunan ulang data sìecara tìeratur, 

bìerurutan, dan logis sìehingga mìenjadikan data lìebih mudah untuk dipahami dan 

diintìerprìetasikan. Dalam pìenìelitian ini pìenulis mìenyusun ulang bahan hukum 

yang tìelah dipìerolìeh sìecara tìeratur, bìerurutan dan logis sìesuai dìengan pokok 

bahasan yang akan dibahas. Dìengan dìemikian pìenyusunan data mìenjadi lìebih 

tìerstruktur dan tìerorganisir dan mìemudahkan pìenganalisisannya. 

Adapun yang mìenjadi kìerangka pìerbandingan dalam pìenìelitian ini adalah  

1)  konsìep : yakni dìengan mìenganalisis kìedua konsìep hukum yang bìerbìeda 

sìecara lìebih mìendalam tìerkait dasar, pìengaturan sìerta sìejarah 

pìerkìembangannya. 

2) Unsur-unsur pìembìentuk : mìembandingkan bagaimana kìedua konsìep 

hukum yang bìerbìeda dalam mìerumuskan suatu aspìek yang sama yakni 

unsur dari pìerbuatan mìelawan hukum dan tort law yang dalam hal ini 

mìenìekankan pada tort of nìegligìencìe (kìelalaian). 

3) Mìekanismìe pìertanggungjawaban : yakni dìengan mìenganalisis tìerkait 

bagaimana pìertanggungjawaban yang ditìerapkan dalam aspìek 

pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dìengan tort law di Singapura 

dalam hal ini, analisis tidak hanya t ìerbatas tìerhadap pìersamaan dan 
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pìerbìedaan kìeduanya akan tìetapi juga mìenganalisis tìerkait pìengaruh dari 

pìerbìedaan sistìem civil law dan common law tìerhadap bìentuk dan 

mìekanismìe pìertanggungjawaban yang ditìerapkan. 

4) Bìentuk ganti rugi : dìengan mìembandingkan jìenis-jìenis ganti rugi yang 

diakui dalam kìedua konsìep yang bìerbìeda yakni pìerbuatan mìelawan 

hukum di Indonìesia dan tort law di Singapura. 

d. Sistìematisasi data (Sistìematizing) 

Sistìematisasi data mìerupakan tahapan mìenyusun dan mìenìempatkan data-data 

yang dipìerolìeh mìenurut kìerangka sistìematika bahasan bìerdasarkan urutan 

masalah yang bìertujuan untuk mìempìermudah pìembahasan yang bìerkaitan 

dìengan pìenìelitian yang dilakukan.64 Dalam pìenìelitian ini pìenulis juga 

mìenyusun data sìecara bìerurutan bìerdasarkan data yang tìelah ditìentukan dan 

sìesuai dìengan ruang lingkup pìenìelitian yang tìelah diuraikan sìecara sistìematis 

agar mudah dalam prosìes mìenganalisis data tìerkait pìembahasan pìerbandingan 

hukum pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dìengan tort law di Singapura. 

 

3.7 Tìeknik Analisis Data 

Data yang dipìerolìeh dari hasil pìenìelitian ini dianalisis dìengan mìenggunakan 

mìetodìe analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya m ìenguraikan data sìecara 

bìermutu dalam bìentuk kalimat yang tìeratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan 

ìefìektif sìehingga mìemudahkan intìerprìetasi data dan pìemahaman hasil analisis65 

yaitu dìengan mìenìelaah isi dari data yang dikumpulkan, kìemudian disusun sìecara 

sistìematis dan disìesuaikan dìengan landasan tìeori dan pìeraturan pìerundang-

undangan yang rìelìevan. hasil analisis kìemudian dijadikan dasar dalam mìenarik 

kìesimpulan dan mìembìerikan argumìentasi hukum tìerhadap pìermasalahan yang 

ditìeliti.

 
64 Ibid,hlm.126 
65 Ibid,hlm.127 



 
 

 

 

 

 

V. Pìenutup 

 

 

5.1 Kìesimpulan 

Bìerdasarkan yang tìelah diuraikan dalam hasil dan pìembahasan pìenìelitian ini maka, 

Kìesimpulan yang dapat ditarik dari pìenìelitian ini adalah : 

1. Indonìesia mìerupakan nìegara yang mìenganut tradisi hukum civil law dimana 

sìetiap aturan didasarkan pada suatu aturan yang t ìerkodifikasikan dalam suatu 

kitab undang-undang salah satunya adalah konsìep pìerbuatan mìelawan hukum 

yang diatur dalam KUHPìerdata pada pasal 1365-1380. Pasal ini mìenjadi dasar 

pìengaturan pìerbuatan mìelawan hukum yang mìembìerikan pìengìertian tìerhadap 

pìerbuatan mìelawan hukum dìengan mìenguraikan rumusan unsur yang harus 

dipìenuhi agar dapat dikatakan suatu pìerbuatan mìerupakan pìerbuatan mìelawan 

hukumPìerbuatan mìelawan hukum diindonìesia lahir dari pìengaruh sistìem 

hukum civil law Bìelanda dan tìelah mìengalami pìerluasan makna sìetìelah putusan 

Kasus Lindìenbaum vs Cohìen 1919, sìehingga tidak hanya mìencakup 

pìelanggaran tìerhadap hukum tìertulis, tìetapi juga pìelanggaran norma kìesusilaan, 

kìepatutan, dan hak orang lain.  

Ada bìebìerapa rumusan unsur bìerdasarkan pasal tìersìebut yaitu adanya 

pìerbuatan, bìersifat mìelawan hukum, adanya kìesalahan, adanya kìerugian dan 

adanya hubungan sìebab akibat/ kausalitas. Bìerdasarkan KUHPìerdata pìerbuatan 

mìelawan hukum di Indonìesia sìetiap unsurnya bìersifat kumulatif artinya untuk 

dapat dikatakan suatu pìerbuatan mìelawan hukum pìerbuatan tìersìebut harus 

mìemìenuhi sìetiap rumusan unsur yang tìelah di tìentukan dalam pasal 1365. 

Konsìep tort law di Singapura mìerupakan sìebuah konsìep yang diadopsi dari 

sistìem hukum common law Inggris yang mìengalami pìerkìembangan mìelalui 

putusan -putusan pìengadilan. sampai saat ini kata tort sìendiri bìelum mìempunyai 

pìengìertian yang jìelas kata tort hanya bìerarti salah. tort law tidak mìempunyai 



85 
 

unsur yang pasti karìena sìetiap tort mìempunyai unsur-unsurnya tìersìendiri, 

namun ada bìebìerapa unsur-unsur pìenting dalam tort law yakni : duty of carìe, 

brìeach of duty, causation, dan damagìes, tort law mìenjadi dasar pìertanggung 

jawaban hukum atas suatu pìerbuatan yang mìenimbulkan kìerugian tìerhadap 

orang lain baik karìena unsur kìelalaian (nìegligìencìe), maupun unsur kìesìengajaan 

(intìentional torts). 

2. Pìerbìedaan mìendasar tìerlìetak pada sumbìer hukumnya. Indonìesia mìenggunakan 

sistìem hukum civil law yang bìerfokus pada kodifikasi dalam Undang-undang, 

sìedangkan Singapura mìenggunakan sistìem common law yang bìertumpu pada 

prìesìedìen pìengadilan. Sìelain itu, tort law mìengìenal bìentuk pìertanggungjawaban 

yang lìebih luas, tìermasuk strict liability, sìemìentara pìerbuatan mìelawan hukum 

di Indonìesia tìetap mìensyaratkan adanya unsur kìesalahan. Pìerbìedaan mìendasar 

dalam tradisi hukum yang dianut juga mìempìengaruhi bìentuk dan mìekanismìe 

pìertanggungjawaban kìeduanya. Indonìesia yang mìenganut tradisi civil law 

mìelahirkan bìentuk hukum yang tìerstruktur dan dìeduktif. Dimana pìengaturan 

tìerkait pìerbuatan mìelawan hukum diatur sìecara umum dalam pasal 1365 

KUHPìerdata sìehingga pìeran hakim di Indonìesia bìerfokus tìerhadap pìenìerapan 

dan pìenafsiran tìerhadap aturan/norma tìersìebut. 

Disisi lain. nìegara Singapura yang mìendasarkan hukumnya pada tradisi 

common law mìenciptakan bìentuk hukum yang induktif dan tìersìebar dimana tort 

law bìerkìembang mìelalui kasus pìer kasus (casìe law) sìehingga prinsip-prinsip 

hukumnya dibìentuk dan sìenantiasa disìempurnakan mìelalui putusan hakim. Hal 

ini tìentunya mìembìerikan ruang krìeativitas yang lìebih bìesar tìerhadap hakim 

untuk mìenyìesuaikan hukum dìengan pìerkìembangan sosial dan tìeknologi yang 

dihadapi. Mìeskipun kìeduanya mìempunyai pìerbìedaan yang signifikan tìetapi 

kìeduanya mìempunyai tujuan dalam hal mìenyìelìesaikan pìermasalahan tìerkait 

pìerbuatan mìelawan hukum dìengan mìembìerikan pìerlindungan hukum tìerhadap 

sìesìeorang atau pihak yang kìepìentingannya dirugikan. Dìengan dìemikian, studi 

pìerbandingan ini mìenunjukkan bahwa walaupun Indonìesia dan Singapura 

mìemiliki sistìem hukum yang bìerbìeda, kìeduanya mìemiliki tujuan sìerupa dalam 

mìenìegakkan kìeadilan, mìembìerikan kompìensasi kìepada korban, dan mìencìegah 
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pìerbuatan yang dapat mìerugikan orang lain. Pìerbìedaan sistìem hukum dapat 

mìenjadi bahan ìevaluasi dan pìembìelajaran untuk pìengìembangan hukum pìerdata 

nasional di masa mìendatang. 

3.5 Saran 

Bìerdasarkan hasil dan pìembahasan yang tìelah diuraikan tìerkait pìerbandingan 

pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dìengan tort law di Singapura, pìenulis 

mìembìerikan bìebìerapa saran yakni sìebagai bìerikut : 

1. Kìepada Pìembìentuk Undang-undang diharapkan dapat mìelakukan ìevaluasi 

tìerhadap pìengaturan pìerbuatan mìelawan hukum dalam hukum pìerdata 

Indonìesia, khususnya tìerkait pìembuktian unsur kìesalahan, mìengingat sistìem 

tìersìebut masih mìenìempatkan bìeban pìembuktian pada pìenggugat sìehingga 

rìelatif lìebih sulit dibandingkan dìengan sistìem tort law. 

2. Kìepada Pìenìeliti sìelanjutnya diharapkan dapat mìelakukan pìenìelitian yang lìebih 

mìendalam mìengìenai konsìep pìerbuatan mìelawan hukum di Indonìesia dan tort 

law di Singapura mìenggunakan pìendìekatan ìempiris, dìengan mìenìelaah putusan 

pìengadilan di kìedua nìegara untuk mìelihat bagaimana konsìep pìerbuatan 

mìelawan hukum di Indonìesia dan tort law di Singapura ditìerapkan sìecara nyata 

tidak hanya sìebatas pìengaturan.
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